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 ABSTRAK 
Perkembangan mode pembayaran dari zaman ke zaman terus mengalami 
inovasi dan semakin kemajuan, yang sebagian orang menganggap bahwa setiap 
inovasi mode pembayaran pada saat ini semakin mudah. Dari awalnya mode 
pembayaran bersistem barter, hingga muncul nilai mata uang kertas ataupun uang 
koin. Saat ini muncul inovasi pembayaran menggunakan uang elektronik (E-
money). Uang elektronik adalah kartu prabayar yang  berbasis smart card yang 
berisikan saldo sesuai dengan nilai uang yang di top up. Manfaat yang didapat 
pada penggunaan uang elektronik yaitu memudahkan setiap pemegang kartu 
untuk melakukan transaksi pembayaran tanpa menggunakan uang tunai dan tidak 
perlu dipusingkan dengan uang kembalian. Uang elektronik (E-money) bisa 
didapatkan di berbagai tempat di wilayah Indonesia. Pada saat ini sudah ada uang 
elektronik syariah, jika dilihat dari hukum Islam maka diqiyaskan dengan hukum 
al-Sharf yaitu pertukaran yang diharuskan dengan jumlah yang sama. Salah satu 
contoh dari uang elektronik (E-money) syariah terdapat pada Bank Syariah 
Mandiri (BSM)  kota Bandar Lampung.  
Adapun yang menjadi rumusan masalah ini adalah penarikan biaya 
pengisian saldo uang elektronik. Karena jika diperhatikan dalam proses pengisian 
tersebut terdapat kelebihan pembayaran yang dapat menimbulkan riba. Bahwa 
uang elektronik jenis E-money BSM ini merupakan uang elektronik berbasis 
Syariah yang sudah jelas segalanya harus berdasarkan pada prinsip Syariah dan 
bagaimana tinjauan hukum Islam terkait biaya pengisian saldo uang elektronik. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penarikan biaya pengisian 
saldo uang elektronik di BSM Kedaton, dan untuk mengetahui tinjauan hukum 
Islam mengenai E-money tersebut. 
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research). 
Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan 
dokumentasi. Adapun sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan 
pihal bank yang mengadakan produk E-money BSM  di Kota Bandar Lampung. 
Data sekunder diperoleh dari berbagai literatur yang berkaitan dengan 
permasalahan yang diteliti. Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu 
deskriptif kualitatif. 
 Hasil dari penelitian ini bahwa pelaksanaan penarikan biaya isi ulang (top 
up) saldo E-Money BSM pada Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton Kota Bandar 
Lampung, setiap pengisian saldo E-money di bawah RP 200.000 tidak dikenakan 
biaya tambahan, untuk pengisian saldo E-money di atas Rp 200.000 dikenakan 
biaya sebesar Rp 750 – Rp 1.500. Dalam pelaksanaannya, uang elektronik 
tersebut telah memenuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh Majelis Ulama 
Indoesia dalam fatwa Dewan Syariah Nasional DSN MUI NO 116/DSN-
MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) NO 
11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik. Telah dijelaskan dalam peraturan 
tersebut bahwa penarikan biaya isi ulang dibolehkan karena biaya tersebut 
dipergunakan untuk peningkatan pelayanan infrastruktur uang elektronik, dan 
besaran  biaya isi ulang tersebut dibebankan kepada para pengguna uang 
elektronik sesuai dengan apa yang telah ditetapkan di dalam peraturan tersebut.  
  
  
   
 MOTTO 
 
                            
    
Artinya:  Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan 
Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya 
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 BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Penegasan Judul 
Agar tidak mengalami salah penafsiran mengenai maksud judul 
proposal ini, maka perlu dijelakan beberapa istilah yang terdapat pada judul. 
Judul skripsi ini adalah “Tinjauan Hukum Islam Tentang Biaya Pengisian 
Saldo Uang Elektronik (E-Money) studi kasus pada Bank Syariah Mandiri 
kota Bandar Lampung” yaitu sebagai berikut:  
1. Menurut Alaiddin Koto, Hukum Islam atau Syariat Islam diartikan sebagai 
“hukum-hukum atau segala aturan yang ditetapkan Allah buat hamba-Nya 
untuk ditaati, baik berkaitan dengan hubungan mereka dengan Allah 
maupun hubungan antara sesama mereka sendiri”.1 Sedangkan menurut 
Abdul Wahab Khalaf, hukum Islam adalah “ketetapan yang telah 
ditentukan oleh Allah SWT berupa aturan dan larangan bagi umat Islam 
dalam berhubungan dengan Allah maupun dengan sesama manusia 
lainnya”.2  
2. Biaya adalah “uang yang dikeluarkan untuk mengadakan, melakukan, 
ongkos belanja, pengeluaran”.3 
3. Saldo adalah “selisih antara uang yang masuk dan yang keluar”.4 
                                                             
1
 Alaiddin Koto, Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 
hlm. 36. 
2
 Abdul Wahab Khalaf, Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Jakarta: Raja Grafindo, 1994) hlm. 
154. 
3
 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Op.Cit, hlm. 203. 
4
 Ibid, hlm. 1304. 
 4. Uang elektronik adalah uang yang digunakan dalam transaksi internet 




Dari beberapa penjelasan di atas, maka yang dimaksud skripsi ini 
adalah sebuah kajian yang akan memfokuskan tentang biaya pelaksanaan 
pengisian saldo antara pemilik atau pemegang kartu uang elektronik dengan 
pihak penerbit uang elektronik ditinjau berdasarkan hukum Islam. 
 
B. Alasan Memilih Judul 
Pada penulisan proposal ini terdapat beberapa alasan yang menarik 
perhatian penulis untuk mengangkat beberapa masalah dalam judul di atas, 
yaitu: 
1. Alasan Objektif 
a. Produk uang elektronik merupakan sebuah fenomena baru dan telah 
banyak dipakai oleh masyarakat sebagai alat pembayaran.  
b. Kemungkinan terdapat kekeliruan dalam penarikan biaya uang 
elektronik tersebut. 
2. Alasan Subjektif 
a. Pembahasan ini sesuai dengan bidang studi yang penulis tekuni pada 
Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.  
b. Sumber data mudah didapatkan sehingga memudahkan penulis untuk 
melakukan penelitian. 
 
                                                             
5
  Peraturan Bank Indonesia No.11/12/PBI/2009 Pasal 1 Tentang Uang Elektronik.  
 C. Latar Belakang Masalah 
Perkembangan mode pembayaran dari zaman ke zaman terus 
mengalami inovasi dan mengalami kemajuan. Dari awalnya mode pembayaran 
bersistem barter, hingga munculnya nilai mata uang kertas ataupun uang koin. 
Pada awalnya manusia belum mengenal uang sebagai alat tukar yang sah. 
Sebelum manusia menciptakan uang sebagai alat tukar, manusia menggunakan 
sistem barter yaitu sistem barang ditukar dengan barang. 
Karena sistem tersebut banyak terdapat kelemahan, maka manusia 
menciptakan ide baru untuk membuat uang sendiri dengan bahan yang 
memiliki nilai tinggi, yaitu emas dan perak. Dan kemudian menciptakan uang 
kertas. Hingga masuklah pada masa dimana munculnya mata uang.  
Pada proses penciptaan uang pertama kali, uang selalu berubah karena 
kelemahan-kelemahan yang dimiliki uang tersebut, dari kelemahan bahan, 
nilai, kekuatan, penyimpanan, dan lainnya. Semua sistem dan jenis uang-uang 
tersebut berfungsi sama, yaitu sebagai alat tukar. Namun dari semua sistem 
pembayaran tersebut memiliki kekurangan. 
Hal inilah yang menimbulkan berbagai inovasi untuk menciptakan 
uang yang lebih aman, tidak mudah rusak dan mudah digunakan sebagai alat 
pembayaran. Salah satunya yaitu munculnya mode pembayaran non tunai. 
Dalam hukum islam, terkait transaksi non tunai diatur dalam QS, al Baqarah 
ayat 282 telah dijelaskan bahwa Allah SWT berfirman : 
                           
  “Hai orang yang berfirman! Jika kamu bermuamalah tidak secara 
tunai sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis..”6  
 
Penggunaan teknologi modern sebagai instrumen pembayaran non 
tunai telah berkembang pesat disertai dengan berbagai inovasi yang mengarah 
pada penggunaannya yang semakin efisien, aman, cepat dan nyaman. Dan saat 
ini muncul inovasi pembayaran menggunakan uang elektronik (E-money). 
Uang elektronik adalah uang yang digunakan dalam transaksi internet dengan 
cara elektronik menggunakan media kartu sebagai alat pembayarannya.
7
 
Sebenarnya penggunaan uang elektronik sebagai pembayaran sudah lama 
dilakukan melalui penggunaan kartu kredit dan kartu debit, namun berbeda 
dengan dua kartu tersebut, perbedaannya mendasar yaitu uang elektronik 
merupakan kartu prabayar yang dapat digunakan secara offline tanpa 
tersambung dengan issuer serta pengguna tidak dibebankan dengan rekening, 
sedangkan kartu kredit/debit merupakan kartu prabayar dan pascabayar yang 
digunakan secara online serta dibebankan rekening. 
Uang elektronik pada dasarnya sama seperti uang biasa karena 
memiliki fungsi sebagai alat pembarayaran atas transaksi jual beli barang. 
Dalam prespketif hukum Islam, uang elektronik adalah halal. Kehalalan dari 
produk ini berdasarkan pada kaidah yaitu setiap transaksi dalam muamalah 
pada dasarnya diperbolehkan kecuali jika ada dalil yang mengharamkannya. 
                                                             
6  Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, (Jakarta: Institut Ilmu Al-Quran 
(IIQ), 2012), hlm.48. 
7
  Peraturan Bank Indonesia No.11/12/PBI/2009 Pasal 1 Tentang Uang Elektronik.  
 Uang elektronik di Indonesia mulai berkembang sejak beberapa tahun 
terakhir ini. Terhitung sejak akhir November 2017 lalu telah terdapat 26 
penyelenggara uang elektronik (E-Money) baik dari Bank ataupun Non-Bank. 
Kelebihan dari penggunaan uang elektronik dalam pembayaran yaitu praktis 
untuk dibawa kemana saja, sistem pembayaran lebih mudah, tidak direpotkan 
dengan uang kembalian. Dengan kelebihan-kelebihan yamg dimiliki, uang 
elektronik tidak terlepas dari berbagai kekurangan yaitu penggunaan uang 
elektronik menimbulkan perilaku boros, kartu uang elektronik mudah 
berpindah tangan sehingga dapat menyebabkan penyalahgunaan, jika kartu 
rusak maka penggunanya tidak bisa mengklaim saldo yang terdapat di 
dalamnya, dan terdapat biaya-biaya yg harus dikeluarkan oleh pengguna uang 
elektronik. Dalam penggunaannya uang elektronik dibebankan biaya pada saat 
pengisian saldo uang elektronik. Biaya pengisian saldo pada setiap penerbit 
uang elektronik memiliki tarif yang berbeda.  
Adapun uang elektronik dalam Islam, sama halnya dengan uang 
elektronik konvensional yang membedakannya yaitu uang elektronik syariah 
sudah pasti harus berbasis pada prinsip syariah. Perbedaan lain antara uang 
elektronik syariah dengan konvensional yaitu, uang elektronik syariah  Salah 
satunya terdapat di Bank Syariah Mandiri yang bernama E-Money BSM. Uang 
elektronik dalam Islam sama halnya dengan Sharf  . Sharf adalah jual beli 
mata uang, dimana dalam jual beli mata uang harus dengan nilai yang sama 
 tanpa ada kelebihan pembayaran.
8
 Sesuai dengan Hadits Nabi riwayat 
Muslim: 
اِب ُُّزبْلا َو ِة َِّضفْلاِب ُة َّضِفْلا َو ِبَه ِّذلاِب ُبَه َّذلا :ِالله ُلوُسَر َلاَق َلاَق َّيِرْذُخْلا ٍذيِعَس ِيَبا ْنَع ٌِّزبْل
 َس ْنَمَف ٍَذيِب ا اَذي ٍْلثِِمب الًْثِم ِحْلِمْلاِب ُحْلِمْلا َو ِزْمَّتلاِب ُزْمَّتلا َو ِزيِع َّشلاِب ٌزيِع َّشلاَو ُذِخ َلَا َئبَْرا َْذقَف َداََشتْسا َِوا َدا
)ملسم هاور( ٌءاَوَس ِهْيِف يِطْعُمْلاَو 
Diriwayatkan oleh Abu Said Al-Khudri bahwa Rasullah saw. 
Bersabda: “emas hendaklah dibayar dengan emas, perak dengan perak, 
gandum dengan gandum, tepung dengan tepung, kurma dengan kurma, dan 
garam dengan garam, bauaran harus dari tangan ke tangan (cash). Barangsiapa 
memberi tambahan atau meminta tambahan, sesungguhnya ia telah berurusan 
dengan riba. Penerima dan pemberi sama-sama bersalah. (HR. Muslim no. 
2971, dalam kitab Al-Masaqqah)”.9 
Jika terjadi kelebihan pembayaran maka kelebihan tersebut merupakan 
riba nasiah  yaitu  riba yang terjadi karena kelebihan pembayaran. Riba 
diharamkan berdasarkan pada QS. Al-Baqarah ayat 275 telah menjelaskan 
bahwa Allah SWT berfirman: 
....            .... 
" .....Padahal, Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba...."
10
 
(QS. Al-Baqarah 2: Ayat 275.  
 
Pengisian saldo uang elektronik dalam Islam disamakan dengan 
hukum sharf  karena terdapat kesamaan diantara keduanya, yaitu terdapat 
kesamaan pada objek pertukarannya, adanya kesamaan dalam ketetapan 
peertukaran harus dengan ukuran yang sama. 
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 Berdasarkan keputusan Dewan Syariah Nasional, terdapat berbagai 
akad yang digunakan dalam uang elektronik syariah. Akad-akad yang 
digunakan adalah: 
1. Akad Wadiah adalah akad penitipan uang dari pemegang uang elektronik 
kepada penerbit dengan ketentuan pemegang uang elektronik. 
2. Akad Qardh adalah akad pinjaman dari pemegang uang elektronik kepada 
penerbit dengan ketentuan bahwa penerbit dengan ketentuaan bahwa 
penerbit wajib mengembalikan uang yang diterimanya kepada pemegang 
kapan saja sesuai dengan kesepakatan. 
3. Akad Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas suatu barang ataujasa 
dalam waktu tertentu dengan pembayaran atau upah. 
4. Akad Ju’alah adalah akad untuk memberikan imbalan tertentu atas 
pencapaian hasil yang ditentukan dari suatu pekerjaan. 
5. Akad Wakalah bil Ujrah adalah akad Wakalah dengan imbalan.11 
6. Akad Ba’i adalah akad jual beli 
Akad-akad tersebut digunakan secara berkesinambungan, diawali 
dengan penggunaan akad bai ketika proses pembelian kartu, akad wadiah 
ketika pengisian saldo, akad ijarah ketika pembayaran barang dengan uang 
elektronik, akad wakalah bil ujrah ketika penerbit mewakilkan pengguna 
kartu untuk membayar barang ke pedagang dengan akad ju’alah ketika 
memberikan upah atas suatu pekerjaan yang telah dilakukan penerbit, dan 
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 akad qardh ketika penerbit menggunakan dana titipan (saldo yang disetor) 
oleh pengguna. 
Adapun yang terjadi sekarang ini di masyarakat, kemungkinan 
terjadinya kekeliruan dan sering kalinya pihak-pihak terkait mengabaikan 
pentingnya memilih akad yang dibenarkan oleh ajaran Islam. Benar atau 
salahnya penarikan biaya pengisian saldo uang elektronik yang dibebankan 
kepada pengguna uang eletronik tergantung pada akad yang digunakan. Jika 
akad yang digunakan berlawanan dengan praktik di lapangan maka akan 
menimbulkan riba. Hal tersebut terjadi karena kurangnya pemahaman para 
pihak bahwa adanya kekeliruan yang menyebabkan munculnya riba. Sebagian 
menganggap bahwa biaya yang dibebankan kepada penguna uang elektronik 
merupakan upah atau jasa berdasarkan Peraturan Bank Indonesia.  
Transaksi muamalah mengenai hukum biaya pengisian saldo uang 
elektronik harus dikaji lebih dalam lagi. Maka dari itu, penulis ingin 
melakukan penelitian mengenai hukum biaya pengisian saldo (top up) uang 
elektronik. Adapun penelitian ini, penulis fokuskan pada Bank Syariah 
Mandiri di Kota Bandar Lampung. 
 
D. Rumusan Masalah 
Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan maka dapat 
dirumuskan pokok permasalahan yang akan menjadi kajian selanjutnya, yaitu: 
1. Bagaimana sistem penarikan biaya pengisian saldo uang elektronik pada 
Bank Syariah Mandiri di Kota Bandar Lampung? 
 2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terkait biaya pengisian saldo uang 
elektronik pada Bank Syariah Mandiri di Kota Bandar Lampung? 
 
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
a. Untuk mengetahui dan memahami sistem penarikan biaya pengisian 
saldo uang elektronik di Bank Syariah Mandiri. 
b. Untuk mengetahui dan memahami hukum Islam terkait biaya pengisian 
saldo uang elektronik Bank Syariah Mandiri. 
2. Kegunaan Penelitian 
a. Secara teoritis, yaitu untuk memberikan sumbangsih bagi khazanah 
pemikiran Islam pada umumnya civitas akademika Fakultas Syari'ah 
jurusan Muamalah khususnya.  
b. Secara praktis, yaitu dapat memberikan manfaat bagi masyarakat umum 
sehingga mampu menumbuhkan rasa keimanan dan ketakwaan kepada 
Allah SWT. Selain itu, penelitian ini berguna pula untuk memenuhi 
salah satu tugas akademik guna memperoleh gelar sarjana hukum. 
 
F. Metode Penelitian 
1. Jenis dan Sifat Penelitian 
Menurut jenisnya penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field 
research). Jenis penelitian lapangan adalah “penelitian yang dilakukan 
dengan sistematis dan metode untuk menungkapkan data yang ada di 
 lapangan atau penelitian yang dilakukan dalam tempat yang sebenarnya.”12  
Metode ini bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan,  
yakni dari berbagai informasi yang berkaitan dengan buku-buku yang 
membahas tentang biaya pengisian saldo uang elektronik, termasuk juga 
data primer hasil wawancara dengan para pihak yang bersangkutan sebagai 
objek penelitian. Dan juga menggabungkan ke dalam jenis suatu penelitian 
kepustakaan (library research) yakni “penelitian kepustakaan yang 
dilaksanakan dengan cara membaca, menelaah dan mencatat berbagai 
literatur, atau bahan bacaan yang sesuai dengan pokok bahasan, kemudian 
disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran secara teoritis.”13 
Adapun sifat penelitian ini bersifat deskriptif analistis, yaitu “jenis penelitian 
yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan sejernih 
mungkin tanpa ada perlakuan terhadap objek yang diteliti”14, dimana penulis 
akan memaparkan data sesuai dengan keadaan yang sebenar-benarnya 
dengan yang ada di lapangan. 
2. Sumber Data Penelitian 
Sedangkan data yang akan dicari yaitu: 
a. Data primer adalah “data pokok yang diperoleh langsung dari lapangan 
oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan 
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 memerlukannya.”15 Data primer yang dalam penelitian ini adalah 
karyawan pada Bank Syariah Mandiri di Kota Bandar Lampung dan 
pengguna uang elektronik (E-Money) Bank Syariah Mandiri. 
b. Data sekunder adalah “data tambahan yang diperoleh atau dikumpulkan 
oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah 
ada.”16  Data sekunder yang digunakan oleh penelitian bersumber dari 
buku-buku yang sesuai dengan pembahasan, dilaksanakan dengan cara 
membaca, menelaah, dan mencatat sebagai literatur atau bahan yang 
sesuai dengan permasalahan yang dibahas kemudian dituangkan ke 
dalam kerangka pemikiran teoritis. 
3. Populasi dan Sampel 
a. Populasi  
Populasi adalah “keseluruhan objek penelitian”.17 Objek pada 
populasi  diteliti, hasilnya dianalisis, disimpulkan, dan kesimpulan itu 
berlaku untuk seluruh populasi. Adapun yang menjadi populasi dalam 
penelitian adalah pihak penerbit uang elektronik yaitu Bank Syariah 
Mandiri di Kota Bandar lampung dan para pengguna uang elektronik 
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 b. Sampel 
Sampel adalah “sebagian atau wakil populasi yang diteliti”.18 
Dalam hal ini sampel yang digunakan adalah purposive sampel yaitu 
“pengambilan sample yang dilakukan dengan cara mengambil subjek 
bukan didasarkan atas strata, random atau daerah tapi didasarkan atas 
adanya tujuan tertentu”19 yang telah ditentukan berdasarkan beberapa 
pertimbangan tertentu. Pada penelitian ini yang dijadikan sampel yaitu 
pihak penerbit uang elektronik (5 orang karyawan) Bank Syariah 
Mandiri KCP Bandar Lampung-Kedaton. Penulis memilih sampel 
tersebut dengan alasan bahwa BSM KCP Kedaton sebagai sampel 
penelitian karena e-money BSM merupakan salah satu penerbit uang 
elektronik berbasis syariah yang dimana segala sistemnya berbasis 
syariah maka dari itu penulis ingin meyakinkan masyarakat bahwa 
salah atau tidaknya penarikan biaya tersebut, dan lokasinya berada 
dekat dengan rumah peneliti. Sampel pengguna uang elektronik dengan 
kurang lebih 8 responden dengan alasan bahwa dengan jumlah tersebut 
sudah cukup mewakili dari sekian banyaknya pengguna uang elektronik 
yang tidak mungkin diwawancarai secara keseluruhan karena peneliti 
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 4. Teknik Pengumpulan Data 
a. Observasi  
Observasi adalah “kegiatan peninjauan yang dilakukan di lokasi 
penelitian dengan pencatatan, pemotretan, dan perekaman tentang 
situasi dan kondisi di lapangan.”20 
b. Wawancara  
Wawancara adalah “teknik pengumpulan data yang digunakan 
peneliti untuk mendapatkan keterangan lisan melalui bercakap-cakap 
dang berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan 
keterangan pada penelitian.”21 Terdapat berbagai macam jenis 
wawancara, yaitu wawancara terstruktur, wawancara semi terstruktur, 
dan wawancara tak berstruktur. Dalam pengumpulan data tersebut, 
penulis menggunakan metode wawancara tak berstruktur. Wawancara 
tidak berstruktur adalah “teknik pengumpulan data yang digunakan 
peneliti yang dilaksanakan secara bebas tanpa menggunakan pedoman 
wawancara secara sistematis, pedoman yang yang digunakan hanya 
garis-garis besar permasalahan”.22 
c. Dokumentasi  
Dokumentasi adalah “teknik penumpulan data yang tidak 
langsung pada subjek peneliti, namun melalui dokumen. Dokumen yang 
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 digunakan dapat berupa surat kabar, notulen rapat, agenda dan 
sebagainya.”23 
5. Metode Pengolahan Data  
Setelah data yang diperlukan terkumpul, maka diolah dengan secara 
sistematis sehingga menjadi hasil pembahasan dan gambaran data, 
pengolahan data pada umumnya dilakukan dengan cara: 
a. Pemeriksaan data (editing) adalah pengecekan atau pengoreksian data 
yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk atau 
terkumpul itu tidak logis dan meragukan. Tujuan editing adalah untuk 
menghilangkan kesalahan-kesalahan pencatatan di lapangan dan 
bersifat koreksi, sehingga kekurangannya dapat dilengkapi atau 
diperbaiki. 
b. Sitematika Data adalah menempatkan data menurut kerangka 




c. Analisis Data adalah “suatu cara penelitian yang menghasilkan data 
deskriftif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara 
tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari 
sebagai sesuatu yang utuh.
25
 Analisis data yang digunakan adalah 
kualitatif yaitu, metode yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat 
umum bertitik tolak pada pengetahuan umum, kemudian hendak 
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 menilai kejadian yang khusus, metode ini digunakan dalam gambaran 
umum proses pelaksanaan uang elektronik di masyarakat baik dari data 
yang didapatkan di lapangan yang kemudian digabung dengan data dari 
beberapa literatur, dari gambaran umum tersebut ditarik sebuah 
kesimpulan. 
Dalam penarikan sebuah kesimpulan, penulis menggunakan 
metode penyimpulan secara deduktif dan induktif. Kesimpulan deduktif 
adalah “pengambilan kesimpulan dari pernyataan yang bersifat umum 
diikuti oleh uraian atau pernyataan yang bersifat khusus”. Kesimpulan 
induktif adalah “pengambilan kesimpulan dengan mengemukakan data 
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 BAB II 
LANDASAN TEORI 
A. Konsep Uang Menurut Hukum Islam 
1. Pengertian Uang 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, uang adalah “alat 
penukar atau standar penukar nilai yang dikeluarkan oleh pemerintah 
suatu negara berupa kertas, emas, perak, atau logam lain yang dicetak 
dengan bentuk dan gambar tertentu.”27 
Kasmir mendefinisikan, bahwa uang secara luas sebagai 
sesuatu yang dapat diterima secara umum sebagai alat pembayaran 
dalam suatu wilayah tertentu atau sebagai alat pembayaran utang atau 
sebagai alat untuk melakukan pembelian barang dan jasa.
28
 
Konsep uang dalam ekonomi Islam memiliki definisi yang 
berbeda-beda menurut para ahli ekonomi. Uang berasal dari kata an-
naqdu dan jamaknya an-nuqud, dan menggunakan kata wariq untuk 
menunjukkan dirham perak, ain untuk dinar emas. Sementara fulus 




Uang dalam ilmu ekonomi tradisional didefinisikan sebagai 
setiap alat tukar yang dapat diterima secara umum. Alat tukar itu dapat 
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 berupa benda apapun yang dapat diterima oleh setiap orang di 
masyarakat dalam proses pertukaran barang dan jasa. Dalam ilmu 
ekonomi modern, uang didefinisikan sebagai sesuatu yang tersedia dan 
secara umum diterima sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang 
dan jasa serta. Definisi menurut hukum, “uang adalah uang yang 
dirumuskan oleh undang-undang”. 30 
Kesimpulannya, uang adalah suatu benda yang diterima secara 
umum oleh masyarakat untuk mengukur nilai, menukar, dan 
melakukan pembayaran atas pembelian barang dan jasa, dan pada 
waktu yang bersamaan bertindak sebagai alat penimbun kekayaan. 
 
2. Sejarah Uang dalam Islam 
a. Sejarah Uang Pada Zaman Dahulu 
Tahap Sebelum Barter, pada zaman dahulu, manusia belum 
mengenal yang namanya transaksi atau pertukaran, sehingga mereka 
memenuhi kebutuhan dengan kemampuan mereka sendiri, seperti berburu 
dan memanfaatkan alam yang ada.pada saat itu munculah 
ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup sendiri. Tukar-
menukar tersebut dikenal dengan istilah barter. Sistem ini memfasilitasi 
pertukaran barang dan jasa saat manusia belum menemukan uang. Barang 
yang populer digunakan untuk pertukaran adalah garam. Dari sistem barter 
ditemui kesulitan – kesulitan sebagai berikut: tidak adanya unit yang 
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 umum untuk mengukur dan menyatakan nilai barang dan jasa yang 
dimaksudkan, tidak adanya kesesuaian minat dari kedua belah pihak, tidak 
adanya suasana yang memuaskan untuk mencatat kontrak yang 
memerlukan pembayaran- pembayaran di masa depan, sulitnya mencari 
orang yang bisa diajak bertukar barang dan tidak efisien, karena sulit 
dibawa ke mana – mana, diakibatkan kerugian – kerugian yang disebutkan 
di atas menyebabkan tidak adanya metode apapun untuk menyimpan daya 
beli yang berlaku umum.
31
 
Tahap Uang Barang (Commodity Money), adalah alat tukar yang 
memiliki nilai komoditas atau bisa diperjualkan apabila barang tersebut 
digunakan bukan sebagai uang. Tidak semua barang bisa menjadi uang, 




1) Kelangkaan (scarcity), yaitu persediaan barang itu harus terbatas. 
2) Daya Tahan (durabillity), yaitu barang tersebut harus tahan lama. 
3) Nilai Tinggi, yaitu barang yang dijadikan uang harus bernilai tinggi, 
sehingga tidak memerlukan jumlah yang banyak dalam melakukan 
transaksi. 
Meskipun telah ditemukan alat tukar tetap ditemukan kesulitan 
antara lain, alat tukar tersebut tidak mempunyai pecahan sehingga sulit 
menentukan nilai alat tukarnya, sulit disimpan, selain itu alat tukar tersebut 
juga tidak tahan lama dan mudah hancur. 
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 Tahap Uang Logam, kemudian munculah uang logam dipilih 
sebagai alat tukar karena memiliki nilai yang tinggi sehingga digemari 
umum, tahan lama dan tidak mudah rusak, mudah dipecah tanpa 
mengurangi nilai, dan mudah dipindah-pindahkan. Logam yang dijadikan 
alat tukar karena memenuhi syarat-syarat tersebut adalah emas dan perak. 
Dari uang logam pun muncul masalah – masalah antara lain keterbatasan 




Tahap Uang Kertas (Token Money), selanjutnya munculah uang 
kertas yang pada mulanya digunakan untuk jaminan atau bukti atas 
kepemilikan emas dan logam. Pada saat ini tidak lagi menggunakan emas 
secara langsung sebagai alat tukar. Sebagai gantinya mereka menggunakan 
kertas bukti tersebut sebagai alat tukar. Keuntungan penggunaan uang 
kertas yaitu biaya pembuatan rendah, pengirimannya mudah, penambahan 




Tahap uang giral (deposit money) adalah uang yang dikeluarkan 
oleh bank-bank komersial melalui pengeluaran cek dan alat pembayaran 
giro lainnya. Kelebihan uang giral antara lain, dapat dilacak apabila hilang, 
dapat dipindahtangankan dengan cepat, dan tidak perlu uang kembali 
karena cek ditulis sesuai dengan nilai transaksi. 
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 b. Perkembangan Uang di Indonesia 
Perkembangan jenis mata uang yang beredar di Indonesia setelah 
kemerdekaan 1945 beragam. Hal ini tentu tidak terlepas dari kondisidan 
situasi yng penuh gejolak pascakemerdekaan tersebut. Namun, setelah 
tahun 1951 dengan berlakunya Hukum Darurat No. 20 Tahun 27 
September 1951, ditetapkan alat pembayaran yang sah, kecuali Irian Barat, 
adalah Rupiah. Kemudian diperkuat lagi dengan keluarnya Undang-
undang Pook Perbankan Nomor 13 Tahun 1968 yang menetapkan satuan 
hitung uang Indonesia adalah Rupiah dan disingkat Rp. 
Adapun jenis-jenis mata uang sebelum keluarnya kedua peraturan 
dan undang-undangan di atas adalah sebagai berikut: 
1. ORI, Uang Republik Indonesia yang hanya berlaku di pulau Jawa, di 
samping ada mata uang lainnya. 
2. URIDAB, Uang Repbublik Indonesia di Daerah Banten 
3. URIPS, Uang Republik Indonesia Propinsi Sumatra, yakni uang yang 
berlaku di sebagian pulau Sumatra. 
4. URITA, Uang Republik Indonesia Tapanuli, yang beralu hanya di 
daerah Tapanuli saja. 
5. URIPSU, Uang Republik Indonesia Propinsi Sumatra Utara hanya 
berlaku di provinsi Sumatera Utara. 
6. URIBA, Uang Republik Indonesia Baru Aceh yang hanya berlaku di 
daerah Aceh. 
 7. UDMP, Uang Dewan Mandat Pertahanan daerah Palembang yang 
berlaku hanya di daerah Palembang.
35
 
Namun sejak tahun 1968 dengan keluarnya ketentuan Undang-
undang Pokok Perbankan Nomor 13 tahun 1968, ditetapkan bahwa satuan 
hitung uang di Republik Indonesia adalah Rupiah. 
 
c. Sejarah Uang dalam Pemerintah Islam  
1) Uang pada Masa Nabi 
Negara Arab pada masa jahiliyyah tidak memiliki mata uang 
tersendiri. Mereka menggunakan mata uang yang mereka peroleh 
berupa Dinar dan Dirham emas Hercules, Byzantium dan Dirham 




Dinar di masa Nabi Muhammad dari awal ia diutus menjadi 
Nabi sampai ia meninggal bentuk fisik dinar masih sama seperti 
keadaan awal, yaitu bentuknya masih berbeda-beda dan sudah 
diketahui berapa berat dan kadar karatnya. Dengan demikian di masa 
ini belum ada dinar yang dicetak resmi sebagai simbol mata uang umat 
Islam. Karena, pada saat itu Rasulullah SAW masih sibuk dengan 
perkara-perkara yang lebih penting. Perhatian Nabi Muhammad 
banyak tercurah pada penyatuan Jazirah Arab baik secara politik 
maupun keagamaan. Namun demikian Islam membawa pandangan 
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 baru dalam hal ekonomi secara umum juga aturan-aturan khusus 
mengenai uang yang berkaitan dengan pertukaran uang yang adil. 
2) Uang pada Masa Khulafaur Rasyidin 
Di masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar As-Shidiq keadaan 
bentuk mata uang Dinar masih sama dengan masa Nabi Muhammad 
SAW. Hal ini disebabkan karena masa pemerintahan Khalifah Abu 
Bakar As-Shidiq relatif pendek dan banyak juga perkara yang harus 
ditangani. Perkara-perkara tersebut diantara lain adalah memerangi 
orang murtad dan orang-orang yang enggan untuk memayar zakat.  
Pada masa Khalifah Umar perkembangan uang mulai 
dirasakan, namun lebih banyak berkaitan dengan uang dirham (uang 
perak). Pada awalnya dirham hanya berupa fulus perunggu yang 
dicetak dengan menggunakan aksara Arab di setiap sisinya. Setelah itu, 
barulah Khalifah Umar ra melakukan hal-hal penting dalam masalah 
uang. 
Khalifah Umar pun menetapkan standar koin dinar dan dirham. 
Berat 7 Dinar sama dengan 10 Dirham. Standar dinar emas yakni 
memakai kadar emas 22 karat dengan berat 4,25 gram. Sedangkan 
dirham harus menggunakan perak murni seberat 3,0 gram. Keputusan 
ini telah ditetapkan pula dengan para ulama pada masa itu. 
Masa Utsman bin Affan, pada masa ini perkembangan yang 
penting adalah dicetaknya uang Dinar dan Dirham baru dengan 
memodifikasi uang dinar Persia dan ditulis simbol-simbol Islam. 
 Uang di zaman Khalifah Ali hampir tidak ada perubahan 
dengan masa-masa sebelumnya. Di zaman ini perkembangan uang 
hanya terlihat dalam segi percetakan uangnya saja, dengan 
menambahkan beberapa kalimat Arab bernuansa syiar Islami.
37
   
3. Jenis- jenis Uang 
Adapun jenis- jenis uang yang dapat dilihat dari berbagai sisi 
adalah sebagai berikut: 
a. Berdasarkan bahan 
1) Uang logam, merupakan uang dalambentuk koin yang terbuat dari 
logam, baik dari alumunium, kupronikel, bronze, emas, perak atau 
perunggu dan bahan lainnya. Biasanya uang yang terbuat dari 
logam dengan nominal yang kecil.  
2) Uang kertas, merupakan uang yang bahannya terbuat dari kertas 
atau bahan lainnya. Uang dari bahan kertas biasanya dalam 
nominal yang besar sehingga mudah dibawa untuk keperluan 
sehari-hari. Uang jenis ini terbuat dari kertas yang berkualitas 
tinggi, yaitu tahan terhadap air, tidak mudah robek atau luntur. 
b. Berdasarkan nilai  
1) Bernilai penuh (full bodied money), merupakan uang yang nilai 
instriknya sama dengan nilai nominalnya, sebagai contoh uang 
logam, di mana nilai bahan untuk membuat uang tersebut sama 
dengan nominal yang tertulis di uang. 
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 2) Tidak bernilai penuh (representatif fulll bodied money), merupakan 
uang yang nilai intrinsiknya lebih kecil dari nilai nominalnya. 
Uang jenis ini sering disebut uang bertanda atau token money. 
Kadangkala nilai intrinsiknya jauh lebih rendah dari nilai nominal 
yang terkandung di dalamnya. 
c. Berdasarkan lembaga 
1) Uang kartal, merupakan uang yang diterbitkan oleh Bank Sentral 
baik uang logam maupun uang kertas. 
2) Uang giral, merupakan uang yang diterbitkan oleh Bank Umum 
seperti cek, bilyet giro, traveller cheque, dan credit card. 
d. Berdasarkan kawasan  
1) Uang lokal, merupakan uang yang berlaku di suatu negara tertentu, 
seperti Rupiah di Indonesia. 
2) Uang regional, merupakan uang yang berlaku di kawasan tertentu 
yang lebih luas dari uang lokal seperti di kawasan benua Eropa 
berlaku uang tunggal Eropa, yaitu EURO. 
3) Uang internasional, merupakan uang yang berlaku antar negara 
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 4. Fungsi Uang  
Uang melayani tujuan pokoknya sebagai alat utama perdagangan 
dengan melaksanakan fungsi-fungsi umum, yang masing-masing fungsi 
menghindari salah satu kesulitan barter. Fungsi-fungsi ini adalah sebagai: 
1. Satuan nilai, sebagai satuan hitung menunjukkan nilai barang dan jasa 
yang dijual atau dibeli.dengan adanya uang akan mempermudah 
keseragaman dalam satuan hitung. 
2. Alat tukar- menukar, dalam hal ini uang digunakan sebagai alat untuk 
membeli atau menjual suatu barang mupun jasa. Dengan kata lain, 
uang dapat digunakan untuk membayar terhadap barang sebagi akibat 
dari penjualan barang dan jasa. Maksudnya penggunaan uang sebagai 
alat tukar dapat dilakukan terhadap segala jenis barang dan jasa yang 
ditawarkan. 
3. Standar pembayaran tertunda, dengan adanya uang akan 
mempermudah menetukan standar pencicilan utang piutang secara 
tepat dan cepat, baik secara tunai maupun angsuran. 
4. Alat penimbun kekayaan, dengan menyimpan uang berarti kita 
menyimpan atau menimbun kekayaan sejumlah uang yang disimpan, 
karena nilai uang tersebut tidak akan berubah. Uang yang disimpan 
menjadi kekayaan dapat berupa uang tunai atau uang yang disimpan di 
bank dalam bentuk rekening. 
 Dua fungsi yang pertama biasanya dinamakan fungsi utama 
(primary) dari uang. Dan fungsi yang terakhir disebut fungsi turunan 




5. Konsep Uang Elektronik 
a. Pengertian Uang Elektronik 
Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 11/12/PBI/2009 tentang 
Uang elektronik, uang elektronik adalah alat pembayaran yang 
diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor dahulu oleh pemegang 
kepada penerbit, yang tersimpan secara elektronik dalam suatu media 
seperti server dan chip, dan nilai uang tersebut bukan merupakan 
simpanan serta digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang 
yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut
40
.  
Menurut Peraturan BI uang elektronik adalah “alat pembayaran 
yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: 
a. diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh 
pemegang kepada penerbit; 
b. nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti 
server atau chip; 
c. digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan 
merupakan penerbit uang elektronik tersebut.“ 
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 Biasanya, transaksi ini melibatkan penggunaan jaringan 
komputer (seperti internet dan sistem penyimpanan harga digital). 
Nilai uang dalam e-money akan berkurang pada saat konsumen 
menggunakannya untuk pembayaran. E-money dapat digunakan untuk 
berbagai macam jenis pembayaran (multi purpose).  
 
b. Dasar Hukum Uang Elektronik 
Peraturan mengenai uang elektronik (E-Money) terdapat dalam 
Peraturan Bank Indonesia No.11/12/PBI/2009 Tanggal 13 April 2009 
tentang Uang Elektronik (Electronic Money).
41
 Telah diperbaharui 
oleh Peraturan Bank Indoesia No. 20/06/PBI/2018 tentang Uang 
Elektronik. 
c. Manfaat Uang Elektronik  
Penggunaan uang elektronik sebagai alat pembayaran dapat 
memberikan manfaat sebagai berikut: 
1) Memberikan kemudahan dan kecepatan dalam melakukan transaksi 
transaksi pembayaran tanpa perlu membawa uang tunai. 
2) Tidak lagi menerima uang kembalian dalam bentuk barang (seperti 
permen) akibat padagang tidak mempunyai uang kembalian 
bernilai kecil (receh). 
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 3) Sangat applicable untuk transaksi massal yang nilainya kecil 





d. Bentuk Uang Elektonik 
Jenis-jenis produk E-Money Bank Syariah Mandiri dalam 
perspektif tipe uang elektronik sebagai berikut
43
: 
1) Berdasarkan media penyimpanannya, saat ini Uang Elektronik 
dibedakan atas dua jenis yaitu: 
a) Uang Elektronik yang nilai uang elektroniknya selain dicatat 
pada media elektronik yang dikelola oleh penerbit juga dicatat 
pada media elektronik yang dikelola oleh pemegang. Media 
elektronik yang dikelola oleh pemegang dapat berupa chip 
yang tersimpan pada kartu, stiker, atau hard disk yang terdapat 
pada personal computer milik pemegang. Dengan sistem 
pencatatan seperti ini, maka transaksi pembayaran dengan 
menggunakan uang elektronik dapat dilakukan secara off-line 
dengan mengurangi secara langsung nilai uang. 
b) Uang Elektronik yang nilai uang elektroniknya hanya dicatat 
pada media elektronik yang dikelola oleh penerbit. Dalam hal 
ini pemegang diberi hak akses oleh penerbit terhadap 
penggunaan nilai uang elektronik tersebut. Dengan sistem 




 Peraturan Bank Indonesia, No. 16/8/PBI/2014, Tentang Perubahan Atas Peraturan 
Bank Indonesia No. 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik (E-Money), hlm. 5.  
 pencatatan seperti ini, maka transaksi pembayaran dengan 
menggunakan uang elektronik ini hanya dapat dilakukan secara 
online dimana nilai uang elektronik yang tercatat pada media 




2) Berdasarkan masa berlaku media uang elektronik berdasarkan 
masa berlaku medianya, uang elektronik dibedakan kedalam dua 
bentuk: 
a) Reloadable 
Uang elektronik dengan bentuk reloadable adalah uang 
elektronik yang dapat di lakukan pengisian ulang, dengan kata 
lain, apabila masa berlakunya sudah habis dan atau nilai uang 
elektroniknya sudah habis terpakai, maka media uang elektronik 
tersebut dapat digunakan kembali untuk di lakukan pengisian 
ulang. 
b) Disposable 
Uang elektronik dengan bentuk disposable adalah uang elektronik 
yang tidak dapat diisi ulang, apabila masa berlakunya sudah 
habis dan/atau nilai uang elektroniknya sudah habis terpakai, 
maka media uang elektronik tersebut tidak dapat digunakan 
kembali untuk dilakukan pengisian ulang 
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 3) Berdasarkan Jangkauan Penggunaannya Berdasarkan hal tersebut, 
uang elektronik dibedakan menjadi: 
a) Single Purpose 
Single purpose adalah uang elektronik yang digunakan 
untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari 
satu jenis transaksi ekonomi, misalnya uang elektronik yang 
hanya dapat digunakan untuk pembayaran tol atau uang 




b) Multi Purpose 
Multi purpose adalah uang elektronik yang digunakan 
untuk melakukan berbagai pembayaran atas kewajiban 
pemegang kartu terhadap berbagai hal yang dilakukannya. 
Contohnya yaitu suatu uang elektronik yang dapat digunakan 
dalam beberapa jenis transaksi seperti penggunaan uang 
elektronik untuk pembayaran tol, dapat juga digunakan untuk 
membayar telepon, jasa transportasi, pembayaran pada 
minimarket dan lain-lain cukup menggunakan satu kartu. 
 
4) Berdasarkan Pencatatan Data Identitas Pemegang, Uang Elektronik 
dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:  
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 a) Uang elektronik yang data identitas Pemegangnya terdaftar dan 
tercatat pada Penerbit (registered); dan  
b) Uang elektronik yang data identitas Pemegangnya tidak 
terdaftar dan tidak tercatat pada Penerbit (unregistered).  
 
e. Perbedaan Uang Elektronik dengan Alat Pembayaran Menggunakan 
Kartu (APMK) 
Perbedaan mendasar antara uang elektronik dengan Alat 
Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) adalah uang elektronik 
bersifat prabayar (prepaid) sedangkan APMK bersifat akses. 
Prabayar / prepaid: 
1) Nilai uang telah tercatat dalam instrumen e-money atau sering 
disebut stored value. 
2) Dana yang tercatat dalam e-money sepenuhnya berada dalam 
p e n g u a s a a n  k o n s u m e n . 
3) Pada saat transaksi, perpindahan dana dalam bentuk electronic 
value dari kartu e-money milik konsumen kepada terminal 
merchant dapat dilakukan secara offline, dalam hal verifikasi cukup 
dilakukan pada level merchant (point of sale) tanpa harus online ke 
k o m p u t e r  i s s u e r . 
Akses (APMK): 
1) Tidak ada pencatatan dana pada instrumen kartu. 
2) Dana sepenuhnya berada dalam pengelolaan bank sepanjang belum 
ada otorisasi dari nasabah untuk melakukan pembayaran. 
 3) Pada saat transaksi, instrumen kartu digunakan untuk melakukan 
akses secara online ke komputer issuer untuk mendapatkan 
otorisasi melakukan pembayaran atas beban rekening nasabah, baik 
berupa rekening simpanan (kartu debet) maupun rekening 
pinjaman (kartu kredit). Setelah di-otorisasi oleh issuer, rekening 
nasabah kemudian akan langsung di debet. Dengan demikian 
pembayaran menggunakan kartu kredit  dan kartu debet 
mensyaratkan adanya komunikasi online ke komputer issuer. 
 
B. Uang Elektronik Menurut Hukum Islam 
1. Pengertian Uang Elektronik Syariah 
Uang elektronik Syariah sama halnya seperti uang elektronik yang 
dikeluarkan oleh penerbit konvensional. Menurut Peraturan Bank 
Indonesia No. 11/12/PBI/2009 tentang Uang elektronik, uang 
elektronik adalah alat pembayaran yang diterbitkan atas dasar nilai 
uang yang disetor dahulu oleh pemegang kepada penerbit, yang 
tersimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server dan chip, 
dan nilai uang tersebut bukan merupakan simpanan serta digunakan 
sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan 
penerbit uang elektronik tersebut
46
. 
 Uang elektronik syariah adalah uang yang digunakan dalam 
transaksi internet dengan cara elektronik yang berbasis syariah.
47
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 Wujudnya tidak lagi berbentuk fisik uang, melainkan berupa data 
digital yang disimpan dalam memori sebuah kartu yang praktis dibawa 
kemanapun. Uang elektronik pada dasarnya sama seperti uang biasa 
karena memiliki fungsi sebagai alat pembayaran atas transaksi jual beli 
barang. Dalam prespketif hukum Islam, uang elektronik adalah halal. 
Kehalalan berdasarkan pada kaidah setiap transaksi dalam muamalah 
pada dasarnya diperbolehkan kecuali jika ada dalil yang 
mengharamkannya. Uang elektronik di Indonesia mulai berkembang 
sejak beberapa tahun terakhir ini. Terhitung sejak akhir November 
2017 lalu telah terdapat 26 penyelenggara uang elektronik (E-Money) 
baik dari Bank ataupun Non-Bank. Kelebihan dari penggunaan uang 
elektronik dalam pembayaran yaitu praktis untuk dibawa kemana saja, 
sistem pembayaran lebih mudah, tidak direpotkan dengan uang 
kembalian. Dengan kelebihan-kelebihan yamg dimiliki, uang 
elektronik tidak terlepas dari berbagai kekurangan yaitu penggunaan 
uang elektronik menimbulkan perilaku boros, kartu uang elektronik 
mudah berpindah tangan sehingga dapat menyebabkan 
penyalahgunaan, jika kartu rusak maka penggunanya tidak bisa 
mengklaim saldo yang terdapat di dalamnya, dan terdapat biaya-biaya 
yg harus dikeluarkan oleh pengguna uang elektronik. 
Berdasarkan pada QS. Al-Baqarah ayat 275 telah menjelaskan 
bahwa Allah SWT berfirman: 
....            .... 




(QS. Al-Baqarah 2: Ayat 275.  
 
 
2. Dasar Hukum Uang Elektronik Syariah 
Peraturan mengenai uang elektronik (e-money) diatur dalam 
Peraturan Bank Indonesia dalam PBI No.11/12/PBI/2009 Pasal 1 
Tentang Uang Elektronik
49
, peraturan tersebut dipatuhi oleh pihak 
penerbit uang elektronik baik konvensional maupun syariah. Namun 
Majelis Ulama Indonesia pada tahun 2017 mengeluarkan Fatwa 
Dewan Syariah (fatwa DSN-MUI) No. 116/DSN-MUI/IX/2017 
tentang Uang Elektronik Syariah.
50
 
Mengenai ketentuan dan batasan hukum terkait uang elektronik 
dari segi syariah, DSN-MUI menetapkan fatwa tentang uang elektronik 
berdasarkan pada firman Allah SWT, antara lain: 
a.  QS. Al-Baqarah 2: Ayat 275 
....            .... 
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 b. Q.S. an-Nisa (4): 58 
                             
                              
Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu 
menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan 
(menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia 
supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah 
memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. 
Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. 
 
c. Q.S. al-Maidah(5): 1 
             ...  
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-
aqad itu... 
 
d. Q.S. an-Nisa’(4): 29 
                        
                       
       
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 
saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali 
dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di 
antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; 






e. Q.S. al-Isra’(17): 34 
   ...                 
 Artinya: ...dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti 
diminta pertanggungan jawabnya. 
 
f. Q.S. al-Furqan(25): 67 
                             
Artinya: dan orang-orang yang apabila membelanjakan 
(harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah 
(pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian. 
 
g. Q.S. al-Baqarah(2): 282 
                           ... 
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu 




Adapun uang elektronik dalam Islam, salah satunya yang 
terdapat di Bank Syariah Mandiri yang bernama E-Money BSM. 
Uang elektronik dalam Islam sama halnya dengan Sharf  . Sharf 
adalah jual beli mata uang, dimana dalam jual beli mata uang harus 
dengan nilai yang sama tanpa ada kelebihan pembayaran.
53
 Sesuai 
dengan Hadits Nabi riwayat Muslim: 
 َو َِبه ِّذلِاب َُبه َّذلا :ِالله ُلوُسَر َلَاق َلَاق َّيِرْذُخْلا ٍذيِعَس ِيَبا ْنَع
لاَو ٌِّزبْلِاب ُُّزبْلا َو ِة َّضِفْلِاب ُة َّضِفْلا ُحْلِمْلا َو ِزْمَّتلِاب ُزْمَّتلا َو ِزيِعَّشلِاب ٌزيِع َّش
 يِطْعُمْلاَو ُذِخ َلَا َئبَْرا َْذَقف َداََشتْسا َِوا َداَس ْنََمف ٍَذيِب ا اَذي ٍلْثِِمب الًْثِم ِحْلِمْلِاب
)ملسم هاور( ٌءاَوَس ِهْيِف 
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 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2014). hlm. 265. 
 Diriwayatkan oleh Abu Said Al-Khudri bahwa Rasullah saw. 
Bersabda: “emas hendaklah dibayar dengan emas, perak dengan 
perak, gandum dengan gandum, tepung dengan tepung, kurma dengan 
kurma, dan garam dengan garam, bauaran harus dari tangan ke tangan 
(cash). Barangsiapa memberi tambahan atau meminta tambahan, 
sesungguhnya ia telah berurusan dengan riba. Penerima dan pemberi 
sama-sama bersalah. (HR. Muslim no. 2971, dalam kitab Al-
Masaqqah)”.54 
 
Jika terjadi kelebihan pembayaran maka kelebihan tersebut 
merupakan riba fadhl  yaitu  riba yang terjadi karena kelebihan 
pembayaran. Berdasarkan pada QS. Al-Baqarah ayat 275 telah 
menjelaskan bahwa Allah SWT berfirman: 
....            .... 
" .....Padahal, Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan 
riba...."
55
 (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 275.  
 DSN-MUI menentukan, bahwa penggunaan uang elektronik 
diperbolehkan berdasarkan dengan dasar hukum yang digunakan 
dalam fatwa tentang uang elektronik, dengan ketentuan uang 
elektronik tidak memiliki unsur riba, gharar, maysir, tadlis dan hal-
hal yang dilarang oleh hukum Islam.
56
 
3. Perkembangan Uang Elektronik Syariah di Indonesia 
Uang elektronik di Indonesia mulai berkembang sejak beberapa 
tahun terakhir ini. Terhitung sejak akhir November 2017 lalu telah 
terdapat 26 penyelenggara uang elektronik (E-Money) baik dari Bank 
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 Zainuuddin Ali,  Hukum Perbankan Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 104. 
55 Depaetemen Agama RI, Op.Cit, hlm.47. 
56 Lebih lengkap, dapat dilihat pada lampiran dalam fatwa DSN-MUI tentang  uang 
elektronik.  
 ataupun Non-Bank. Berikut adalah tabel perkembangan uang 





















































Januari Februari Maret April 
215,446,513 187.132.482 209,336,882 204,108,890 
3,491,803 3.360.791 3,458,627 3,352,894 
 
Kelebihan dari penggunaan uang elektronik dalam pembayaran 
yaitu praktis untuk dibawa kemana saja, sistem pembayaran lebih 
mudah, tidak direpotkan dengan uang kembalian. Dengan kelebihan-
kelebihan yamg dimiliki, uang elektronik tidak terlepas dari berbagai 
kekurangan yaitu penggunaan uang elektronik menimbulkan perilaku 
boros, kartu uang elektronik mudah berpindah tangan sehingga dapat 
menyebabkan penyalahgunaan, jika kartu rusak maka penggunanya 
tidak bisa mengklaim saldo yang terdapat di dalamnya, dan terdapat 
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 4. Akad Uang Elektronik Syariah 
Dalam istilah fikih , akad dalam arti umum mencakup kegiatan 
muamalah secara umum, yaitu segala sesuatu yang dikehendaki 
seseorang untuk dikerjakan, baik yang muncul dari kehendak sepihak, 
maupun yang membutuhkan kehendak kedua pihak dalam 
melakukannya. Akad dalam arti khusus yaitu perikatan (tautan) antara 
ijab dan kabul berdasarkan ketentuan yang berlaku (ketentuan agama) 
yang berdampak hukum pada objek perikatanya.
58
 
Terdapat beberapa akad yang berhubungan dengan mekanisme 
uang elektronik. Diantaranya yaitu sebagai berikut: 
a. Akad Jual Beli (al-ba’y) 
Akad jual beli adalah akad tukar menukar harta dengan 
harta lain melalui tata cara yang telah ditentukan oleh syariat. 
Dalam Fatwa Dewan Syariah No.: 116/DSN-MUI/IX/2017  , akad 
jual beli juga didefinisikan sebagai pertukaran harta dengan harta 
yang menjadi sebab berpindahnya kepemilikan obyek jual beli. 
Akad jual beli dalam kegiatan uang elektronik terjadi ketika nilai 
uang elektronik (wahdat al-illiktruniyat) yang tersimpan dalam 
media penyimpanan, baik berupa server atau chip yang dimiliki 
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 Hidayah, Nur. “Fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional atas Aspek Hukum Islam 
Perbankan Syariah di Indonesia”, dalam Jurnal al Adalah, Vol. .X No.1 (Januari: 2011), hlm. 21. 
(On-line), tersedia di https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/231.  
 oleh penerbit dijual kepada calon pemegang dengan sejumlah uang 
senilai uang yang tersimpan dalam media uang elektronik.
59
 
b. Akad Wadiah 
Akad wadiah adalah akad yang berupa penitipan 
barang/harta kepada orang lain yang dapat dipercaya untuk 
memelihara dan menjaganya
60
. Wadiah dalam uang elektronik 
terjadi ketika calon pemegang uang elektronik menyerahkan 
sejumlah uang kepada Penerbit dengan maksud menitipkan dan 
selanjutnya sejumlah uang tersebut dikonversikan menjadi sebuah 
nilai uang elektronik senilai uang yang diserahkan. Selanjutnya 
Penerbit wajib memelihara dan menjaga sejumlah uang tersebut 
dan menyerahkannya kepada pemegang saat diminta atau diambil 
atau untuk pembayaran kepada pedagang (Merchant). Apabila 
menggunakan akad wadiah, maka harus memenuhi ketentuan 
sebagai berikut: 
1) Bersifat titipan. 
2) Titipan bisa diambil/ditarik/digunakan kapan saja. 
3) Penerbit dapat menginvestasikan uang titipan dengan terlebih 
dahulu meminta izin kepada Pemegang. 
4) Dalam hal uang titipan digunakan penerbit dan mengalami 
resiko kerugian, maka penerbit bertanggungjawab secara 
penuh. 
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(Jakarta: Bank Indonesia dan Dewan Syariah Nasional, 2016), hlm. 61. 
60
 Hendi Suhendi, Op.Cit, Hlm. 248.  
 5) Otoritas dapat menjamin atau tidak menjamin dana pemegang 
uang elektronik yang dititipkan di Penerbit. 
c.   Akad Sharf 
Secara bahasa sharf berarti tambahan, penukaran, 
penghindaran atau transaksi jual beli
61
. Secara istilah, sharf adalah 
bentuk jual beli naqdain baik sejenis maupun tidak yaitu jual beli 
emas dengan emas, perak dengan perak, atau emas dengan perak 
dan baik telah berbentuk perhiasan maupun mata uang. Jadi sharf 
dalam istilah fiqh muamalah kontemporer adalah transaksi jual beli 
mata uang baik antar mata uang sejenis maupun antar mata uang 
berlainan jenis
62
. Akad sharf dapat dianalogikan (Qiyas) dengan 
uang elektronik karena terdapat beberapa kesamaan 
karakteristiknya. Beberapa kesamaan dan kondisi itu diantaranya: 
Kesamaan Karakteristik Akad Sharf dengan Uang Elektronik 
1) Serah terima sebelum berpisah. Pada uang elektronik 
pemegang kartu membeli fisik uang elektronik maupun mengisi 
saldonya dengan cara menyerahkan uang dan menerima fisik 
kartu yang telah terisi ulang secara langsung tanpa berpisah 
terlebih dahulu. 
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62 Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, No 28/DSN-MUI/III/2002 
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 2) Adanya kesamaan ukuran, pada pengisian uang elekronik, 
jumlah uang yang disetorkan untuk mengisi ulang saldo sama 
dengan jumlah saldo yang terisi. 
3) Terbebas dari khiyar dalam transaksi uang elektronik tidak 
terdapat khiyar  pada saat transaksi dilakukan, ketika masing-
masing pihak telah menunaikan kewajiban dan mendapatkan 
haknya, maka transaksi telah selesai. 
4) Dilakukan secara kontan, pada uang elekronik pembelian kartu, 
pengisian saldo, maupun pembayaran kepada merchant 
dilakukan secara tunai tanpa adanya penundaan pembayaran. 
Dalam fatwa DSN-MUI nomor 28 tahun 2002 tentang akad 
sharf, hanya dihalalkan melalui mekanisme spot atau 
penyerahaan uang dengan uang dilakukan secara tunai, 
sedangkan mekanisme forward, swap dan option tidak 
diperbolehkan menurut syariah. Uang bukanlah obyek yang 
bisa diperdagangkan untuk dapat menghasilkan keuntungan. 
Oleh karena itu, jika uang dipertukarkan dengan uang pula 
yang merupakan bagian dari industri keuangan, maka perintah 
Islam dalam perdagangan barang ribawi diterapkan, yaitu harus 
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 Diakses pada,  Mohd Noor Omar, E-Money in Malaysia: Shariah and Economic 
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 d. Akad Ijarah 
Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 
7/46/PBI/2005, Tentang Akad Penghimpunan Dan Penyaluran 
Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha 
Berdasarkan Prinsip Syariah Ijarah, Akad ijarah adalah 
transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan atau upah 
mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui 
pembayaran sewa atau imbalan jasa
64
. Menurut fatwa DSN 
MUI No: 09/DSNMUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah, 
Akad ijarah yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas 
suatu barang dalam waktu tertentu. Dengan pembayaran sewa 
(ujrah), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang 
itu sendiri. Pada konteks uang elektronik, Akad Ijarah 
digunakan dalam hal terdapat transaksi sewa menyewa atas 
perlengkapan/peralatan dan atau terdapat pelayanan jasa dalam 
penyelenggaraan uang elektronik. Akad ijarah juga dapat 
dipakai dalam pembayaran upah menyangkut biaya registrasi 
maupun keikutsertaan merchant (pedagang) kepada penerbit, 
maupun biaya isi ulang uang elektronik di luar nominal 
pengisian saldo utama. Apabila menggunakan akad ijarah 
harus memenuhi tentuan dalam fatwa sebagai berikut: 
                                                             
64
 Hendi Suhendi, Op.Cit, hlm. 115.  
 1) Obyek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang 
dan/atau jasa. 
2) Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat 
dilaksanakan  dalam kontrak. 
3) Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan 
(tidak diharamkan). 
4) Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa 
untuk menghilangkan ketidaktahuan yang akan 
mengakibatkan sengketa. 
5) Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, 
termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan 
spesifikasi atau identifikasi fisik.  
6) Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar 
nasabah kepada Lembaga Keuangan Syariah sebagai 
pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga 
dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam 
Ijarah. 
e. Akad Wakalah 
         Secara bahasa wakalah adalah penyerahan, 
pendelegasian, dan pemberian mandat. Menurut Ulama 
Malikiyah wakalah adalah “seseorang menggantikan 
 (menempati) tempat lain dalam hak (kewajiban), dia yang 
mengelola pada posisi itu”65.  
          Menurut Fatwa DSN MUI No. 10 tahun 2000, akad 
wakalah yaitu pelimpahan kekuasaan oleh suatu pihak kepada 
pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakili. Akad Wakalah 
digunakan dalam hal penerbit bekerjasama dengan pihak lain 
sebagai agen penerbit (Co-Branding) dan/atau terdapat bentuk 
perwakilan lain dalam transaksi uang elektronik. Akad wakalah 
juga diterapkan dalam pembayaran kepada merchant 
(pedagang) dimana penerbit dapat mewakili pemegang kartu 
dalam membayar transaksinya maupun sebaliknya tergantung 
pada jenis uang elekronik yang diterbitkan. Apabila 
menggunakan akad ini maka harus memenuhi ketentuan 
berikut: 
1) Ijab Qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk 
menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak 
(akad) perwakilan ini. 
2) Bersifat mengikat dan tidak dapat dibatalkan sepihak. 
3) Orang yang mewakilkan (muwakkil) adalah pemilik sah 
dari sesuatu yang diwakilkan. 
4) Muwakkil harus orang mukallaf atau anak mumayyiz. 
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 5) Orang yang mewakili (wakil) harus cakap hukum, dapat 
mengerjakan tugasnya, dan amanah dalam bertugas.  
6) Hal-hal yang diwakilkan harus diketahui dengan jelas oleh 
orang yang mewakili, tidak bertentangan dengan syariah 
Islam, dan dapat diwakilkan menurut syariah Islam. 
f. Akad Qardh 
       Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI NO: 
19/DSNMUI/IV/2001, Akad Qardh yakni suatu akad pinjaman 
kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib 
mengembalikan dana yang diterimanya kepada LKS pada 
waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah
66
. Akad 
Qardh dapat digunakan dalam hubungan hukum antara penerbit 
dengan memegang uang elektonik. Apabila menggunakan akad 
Qardh, maka harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: 
1) Bersifat hutang-piutang 
2) Penerbit dapat menggunakan (menginvestasikan) uang 
hutang dari Pemegang uang elektronik. 
3) Penerbit dapat mengembalikan jumlah pokok piutang 
Pemegang uang elektronik kapan saja sesuai kesepakatan. 
4) Otoritas boleh membatasi penerbit dalam penggunakaan 
dana hutang dalam pertimbangan maslahah. 
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 5. Uang Elektronik sebagai Alat Pembayaran yang Sah 
Pada dasarnya dalam (segala) kegiatan muamalah (interaksi 
sesama manusia) adalah diperbolehkan kecuali terdapat dalil yang 
mengharamkannya”Dalam kegiatan muamalah dalam konteks 
ekonomi, terdapat larangan-larangan yang terdapat dalam Al-Quran 
dan Hadits yang membatasi kegiatan ekonomi. Semua yang terlarang 
dalam Al-Quran dan Hadits semata-mata untuk melindungi manusia 
dari hal-hal yang merugikan. Suatu perilaku individu muslim dalam 
setiap aktivitas ekonomi syariahnya harus sesuai dengan tuntutan 
syariat Islam dalam rangka mewujudkan dan menjaga maqashid 
syariah (agama, jiwa, akal, nasab dan harta).
67
 
Transaksi pada kegiatan muamalah dikatakan halal setidaknya 
jika tidak memiliki unsur-unsur sebagai berikut: 
1.   Maysir (Judi) 
Maysir atau qimar secara harfiah bermakna judi. Secara teknis 
adalah setiap permainan yang didalamnya disyaratkan adanya sesuatu 
(berupa materi) yang diambil dari pihak yang kalah untuk pihak yang 
menang
68
. Dalam peraturan bank Indonesia No 7/46/PBI/2005, maysir 
adalah transaksi yang mengandung perjudian, untung-untungan atau 
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 spekulatif yang tinggi
69
. Untuk bisa dikategorikan sebagai judi harus 
ada 3 unsur yang dipenuhi: 
a. Adanya taruhan harta atau materi yang berasal dari kedua pihak 
yang berjudi. 
b. Adanya suatu permainan yang digunakan untuk menentukan 
pemenang dan yang kalah. 
c. Pihak yang menang mengambil harta (sebagian atau seluruhnya) 
yang menjadi taruhan, sedangkan pihak yang kalah kehilangan 
hartanya. Dalam konteks ekonomi, maysir atau judijuga berarti 
spekulasi, maupun untung-untungan. Dalam Al-Quran larangan 
Maysir (judi) terdapat pada Surah Al-Maidah ayat 90. 
                           
                  
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya 
(meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi 
nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka 





2.   Riba 
Riba secara bahasa berarti bertambah
71
. Dalam istilah riba 
didefinisikan sebagai tambahan pada barang-barang tertentu. Riba 
diharamkan dalam Al-Quran, hadits maupun Ijma. Di zaman Nabi 
SAW, pengharaman riba dilakukan secara berangsur-angsur meliputi 4 
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 tahap. Diantaranya adalah surat Ar-Ruum ayat 39, lalu tahap 
berikutnya surat An-Nisa ayat 160-161, tahap berikutnya surat Ali-
Imran ayat 130, dan tahap akhir yaitu surat Al-Baqarah ayat 275-279. 
Menurut Ibn al-Jauziyah, riba dibagi menjadi dua bagian, yaitu riba 
fadli dan riba nasiah
72
. Para fuqaha Hanafiyah mengartikan riba fadli 
ialah berlebih salah satu dar dua pertukaran yang diperjualbelikan. Bila 
yang diperjualbelikan sejenis, berlebih timbangannya pada barang-
barang yang ditimbang, berlebih takarannya pada barang-barang yang 
ditakar, dan berlebih ukurannya pada barang-barang yang diukur
73
. 
Sedangkan riba nasiah adalah melebihkan pembayaran barang yang 
dipertukarkan, diperjualbelikan, atau diutangkan karena akhir waktu 
pembayarannya baik sejenis maupun tidak. 
3. Gharar 
Gharar menurut bahasa berarti al-Khathru (bahaya atau 
ancaman). Menurut terminologi, transaksi yang mengandung 
ketidakjelasan atau tipuan dari salah satu pihak. 
74
 Hal ini dikarenakan 
adanya keraguan dalam obyek yang akad tersebut karena 
ketidakjelasannya. Para ulama dalam mendefinisikan gharar tersebut 
setidaknya dalam tiga makna, yaitu: 
a. Gharar berhubungan dengan ketidakjelasan barang yang 
diperjualbelikan. 
                                                             
72
 Ibid, Hlm. 61. 
 
74
 Ahmad Ifham Sholihin, Buku Pintar Ekonomi Syariah, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka 
Utama, 2010), hlm. 288.  
 b. Gharar berhubungan dengan adanya keragu-raguan. 
c. Gharar berhubungan dengan sesuatu yang tersembunyi akibatnya. 
Pada dasarnya gharar ini merupakan hal yang harus dihindari dalam 
jual beli maupun bermuamalah pada umumnya karena 
menimbulkan ketidakjelasan antara satu pihak yang tidak 
mengetahui apa yang tersembunyi baik obyek, maupun akibatnya. 
4. Haram 
Diantara syarat sahnya jual beli menurut para ulama adalah 
harta yang perjual-belikan berupa harta yang bisa dimanfaatkan 
menurut syara. Haram adalah larangan Allah yang pasti terhadap suatu 
perbuatan, yang jika dikerjakan berdosa, sedangkan jika ditinggalkan 
mendapat pahala. Selain itu, harta yang diperjualbelikan tidak boleh 
merupakan barang yang haram yang dilarang secara syara untuk 
diperjualbelikan. Haram dibedakan menjadi 2 yaitu haram li-dzatih 
(haram karena zatnya) dan haram li-ghairih/ ‘aridhi (haram karena 
selain zatnya). 
a. Haram Li-dzatih 
Haram li-dzatih adalah perbuatan yang diharamkan karena 
bahayanya terdapat dalam zat perbuatan itu sendiri, Contohnya 
adalah minum khamr, makan bangkai, darah, dan lain-lain.  
b. Haram Li-ghairih  
Haram li-ghairih adalah perbuatan yang diharamkan selain 
karena zatnya. Haram merupakan tindakan yang tidak dibenarkan 
 untuk dilakukan menurut syariah
75
. Haram yang dimaksudkan adalah 
dalam metode pembayaran yang digunakan oleh lembaga keuangan 
syariah, jangan sampai dapat memfasilitasi pembelian barang-barang 
yang terlarang secara syariat tersebut. 
 
5. Tadlis  
Tadlis adalah informasi yang tidak lengkap. Transaksi di mana 
salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain. 
Tadlis dapat terjadi dalam kualitas, kuantitas, harga dan waktu 
penyerahan.
76
. Hal ini juga terlarang dalam syariat karena dapat 
merugikan suatu pihak. Tadlis dibedakan menjadi beberapa macam 
yaitu: 
a. Tadlis Kuantitas 
Yaitu penipuan karena menjual barang dengan kuantitas sedikit 
dengan harga harang kuantitas banyak. Contohnya: mengurangi 
takaran/timbangan barang yang dijual. 
b. Tadlis Kualitas 
Yaitu menyembunyikan cacat atau kualitas barang yang buruk 
yang tidak sesuai dengan apa yang disepakati oleh penjual dan 
pembeli. 
c. Tadlis Harga 
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 Yaitu menjual barang lebih tinggi atau lebih rendah dari harga 
pasar karena ketidaktahuan pembeli atau penjual, dalam istilah 
fiqh disebut ghaban. 
d. Tadlis waktu penyerahan 
Yaitu penipuan yang dilakukan dengan menawarkan waktu 
penyerahan yang cepat namun penjual tidak dapat 
melaksanakannya pada waktunya. 
6. Biaya Pengisian Saldo Uang Elektronik 
Biaya pengisian saldo uang elektronik (e-money) adalah beban 
biaya yang harus dikeluarkan oleh para pengguna uang elektronik yang 
dikeluarkan pada setiap proses pengisian saldo uang elektronik. 
Pengisian Ulang (Top Up) adalah penambahan nilai uang elektronik 
pada uang elektronik. Besaran biaya pengisian saldo uang elektronik 
telah ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI).  
Bank Indonesia menyatakan akan mengkaji pengenaan biaya 
untuk isi ulang uang elektronik atau e-money. Gubernur BI Agus 
Martowardojo mengungkapkan, otoritas moneter akan mengizinkan 
setiap perbankan untuk menarik biaya bagi pengguna e-money yang 
melakukan isi ulang atau top up.  Tujuannya, tentu saja, untuk 
menambah pendapatan perbankan yang menyediakan fasilitas tersebut. 
Besarnya biaya  pengisian kembali uang elektronik itu 
dikabarkan antara Rp 2000-Rp 2.500 setiap proses pengisian. Dengan 
cakupan  penggunaan uang elektronik yang semakin luas, dan dalam 
 berbagai hal dipaksakan, serta jumlah pemakainya yang semain besar, 
total uang yang diraup oleh perbankan bica mencapai triliunan rupiah 
setiap tahunnya.  Bahkan sebelum ada keputusan resmi BI pun 
beberapa bank telah mulai menerapkan penarikan biaya isi ulang uang 
tersebut. Persoalan yang lebih serius adalah bahwa pengenaan biaya isi 
ulang uang elektronik ini merupakan salah satu bentuk riba. Maka, 
haram hukumnya. 
Rencana BI memberlakukan tarif untuk setiap pengisian ulang 
e-money memicu pro dan kontra yang jika benar diterapkan, maka 
beban nasabah akan semakin besar. Namun alasan bank butuh biaya 
top up  antara lain:  
a. Biaya Rp 20.000 (kartu perdana) hanya cukup membeli kartu 
kosong. 
b.Biaya beli dan distribusi alat membaca e-money belum tertutupi. 
c. Biaya perawatan alat belum tertutupi. 
d.Biaya alih data dari rekening ke kartu belum tertutupi. 
Keberatan dari masyarakat atas penarikan biaya top up 
dikarenakan bertentangan dengan semangat pemerintah memberikan 
kemudahan atas program cashless society dan bank belum banyak 
memberikan program promo, diskon dan sebagainya. 
Dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur No. 19 
/10/PADG/2017, Bank Indonesia resmi menerbitkan peraturan terkait 
harga biaya isi ulang (top up) uang elektronik atau e-money pada 
 tanggal 20 September 2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional 
(national payment gateway). Dalam peraturan tersebut, BI mematok 




Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Agusman 
mengungkapkan, pihaknya menetapkan kebijakan skema harga guna 
memastikan berjalannya interkoneksi dan interoperabilitas dalam 
ekosistem GPN. Dalam aturan tersebut, skema harga uang elektronik 
untuk transaksi top up dibagi menjadi dua yakni Top Up On Us atau 
pengisian ulang yang dilakukan melalui kanal pembayaran milik 
penerbit kartu), untuk  nilai sampai dengan Rp200 ribu, tidak 
dikenakanbiaya.  
"Sementara untuk nilai di atas Rp200 ribu dapat dikenakan biaya 
maksimal Rp750," katanya seperti dikutip dalam laman BI di Jakarta. 
Skema kedua yakni Top Up Off Us atau pengisian ulang yang 
dilakukan melalui kanal pembayaran milik penerbit kartu yang berbeda 
atau mitra, dapat dikenakan biaya maksimal sebesar Rp1.500. 
"Kebijakan ini mulai berlaku efektif satu bulan setelah aturan tersebut 
diterbitkan. Kecuali, biaya Top Up On Us yang diberlakukan setelah 
penyempurnaan ketentuan uang elektronik. Menurutnya, penetapan 
batas maksimum biaya Top Up Off Us uang elektronik sebesar 
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 Rp1.500 dimaksudkan untuk menata struktur harga yang saat ini 
bervariasi.  Untuk itu, penerbit yang saat ini telah menetapkan tarif di 
atas batas maksimum tersebut wajib melakukan penyesuaian. 
"BI menetapkan kebijakan skema harga berdasarkan mekanisme 
celling price (batas atas). Dalam rangka memastikan perlindungan 
konsumen dan pemenuhan terhadsap prinsip kompetisi yang sehat, 
perluasan akseptasi, efisiensi, layanan, dan inovasi," tutur dia.
78
 
Selanjutnya disebutkan bahwa nilai uang elektronik adalah nilai 
uang yang disimpan secara elektronik  pada suatu media yang dapat 
dipindahkan untuk kepentingan transaksi pembayaran atau transfer 
dana. Jadi, ringkasnya, uang elektronik hanyalah bentuk lain dari uang 
fiat. Sifat, kegunaan, dan nilainya, sama dengan uang fiat bersangkutan 
yang ditukar bentuknya saja. 
 
7. Hubungan Uang Elektronik dengan al-Sharf 
Uang elektronik syariah dalam sudut pandang Islam disamakan 
dengan Sharf  . Sharf adalah jual beli mata uang, dimana dalam jual 
beli mata uang harus dengan nilai yang sama tanpa ada kelebihan 
pembayaran. Adapun uang elektronik dalam Islam, salah satunya yang 
terdapat di Bank Syariah Mandiri yang bernama E-Money BSM
79
. Jika 
terjadi kelebihan pembayaran maka kelebihan tersebut merupakan riba 
fadhl  yaitu  riba yang terjadi karena kelebihan pembayaran. 




 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2014). hlm. 265. 
 Dengan demikian, pengisian ulang atau top-up e-money, adalah 
bentuk penukaran saja. Substansinya adalah penukaran dari rupiah 
tetap dengan rupiah yang samaatau pertukaran antara uang rupiah tunai 
menjad uang rupiah dalam bentuk uang elektronik. Dari segi syariat 
Islam ini masuk dalam hukum Sharf,  hukumnya akan menjadi haram 
apabila adanya perbedaan nilai dan penundaan waktu. Penambahan 
nilai, atau penundaan waktu penyerahan, pada salah satu pihak, 
menimbulkan riba, yang pertama adalah riba al fadli dan yang kedua 
adalah riba an nasiah. 
Pertukaran sendiri sebenarnya merupakan  transaksi yang 
terjadi melalui pergantian suatu benda dengan benda yang lain. Benda-
benda ini bisa sejenis bisa berlainan jenis. Syariat Islam membedakan 
keduanya. Pertukaran  benda berlainan jenis disebut sebagai jual-beli 
(al-ba’i), sedangkan bila yang dipertukarkan benda  sejenis, 
dinamakan pertukaran (sharf). Keduanya memiliki hukum yang 
berbeda. 
Rasul SAW bersabda: 
 َو َِبه ِّذلِاب َُبه َّذلا :ِالله ُلوُسَر َلَاق َلَاق َّيِرْذُخْلا ٍذيِعَس ِيَبا ْنَع
 ٌبْلِاب ُُّزبْلا َو ِة َّضِفْلِاب ُة َّضِفْلا ُحْلِمْلا َو ِزْمَّتلِاب ُزْمَّتلا َو ِزيِعَّشلِاب ٌزيِع َّشلاَو ِّز
 يِطْعُمْلاَو ُذِخ َلَا َئبَْرا َْذَقف َداََشتْسا َِوا َداَس ْنََمف ٍَذيِب ا اَذي ٍلْثِِمب الًْثِم ِحْلِمْلِاب
)ملسم هاور( ٌءاَوَس ِهْيِف 
Artinya: “Transaksi pertukaran emas dengan emas harus sama 
takaran dan timbangannya, dari tangan ke tangan (kontan), 
kelebihannya adalah riba; perak dengan perak harus sama takaran dan 
timbangannya, dan dari tangan ke tangan (kontan), kelebihannya 
 adalah riba; tepung dengan tepung harus sama takarannya dan 
timbangannya, dan dari tangan ke tangan (kontan), kelebihannya 
adalah riba; korma dengan korma harus sama takaran dan 
timbangannya, dan dari tangan ke tangan (kontan), kelebihannya 
adalah riba; garam dengan garam harus sama takaran dan 
timbangannya, dan dari tangan ke tangan (kontan), kelebihannya 
adalah riba.  (HR Muslim)”80 
 
Hadits di atas berlaku bagi penukaran benda sejenis: emas 
dengan emas, perak dengan perak, korma dengan korma, garam 
dengan garam, tepung dengan tepung. Syarat sahnya adalah harus 
sama nilai dan takarannya,  dan dilakukan secara  kontan. Bila salah 
satu berlebih, atau salah satu ditunda penyerahannya, munculah unsur 
riba, yang pertama riba karena unsur tambahan disebut riba al fadli, 
yang kedua riba karena unsur penundaan disebut riba an nasi’ah.  
Pengisian saldo uang elektronik sama dengan pertukaran nilai 
mata uang karena saldo uang elektronik merupakan alat pembayaran. 
Dalam kaidah fiqih muamalah uang elektronik memiliki relevansi 
dengan sharf, karena diantara keduanya memiliki karakteristik yang 
sama. Pertukaran antara nilai uang tunai dengan nilai uang elektronik 
harus sama jumlahnya baik kualitas ataupun kuantitasnya. Jika tidak, 
maka tergolong ke dalam riba al- Fadl (tambahan atas salah satu 
barang yang dipertukarkan).  Pertukaran uang elektronik harus 
dilakukan secara tunai , jika tidak akan tergolong ke dalam riba al-
Nasi’ah (penundaan pembayaran barang yang dipertukarkan). 
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 Bila dilihat dari sisi etika transaksi Islam, baik riba, bunga dan 
gharar menyalahi keetisan dalam transaksi. Pertimbangan etik larangan 
riba, bunga dan gharar, dikarenakan adanya ketidakwajaran, 
eksploitasi dan tidak produktif. Sementara sistem etik ekonomi 
menekankan produk, kewajaran dan kejujuran di dalam perdagangan, 
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 BAB III 
LAPORAN PENELITIAN 
 
A. Gambaran Umum Bank 
 
1. Sejarah Bank Syariah Mandiri 
Nilai-nilai perusahaan yang menjunjung tinggi kemanusiaan dan 
integritas telah tertanam kuat pada segenap insan Bank Syariah Mandiri 
(BSM) sejak awal pendiriannya. Hadir dengan cita-cita membangun 
negeri. Nilai-nilai perusahaan yang menjunjung tinggi kemanusiaan dan 
integritas telah tertanam kuat pada segenap insan Bank Syariah Mandiri 
(BSM) sejak awal pendiriannya. 
Kehadiran BSM sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan 
hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-1998. 
Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 1997, yang 
disusul dengan krisis multi-dimensi termasuk di panggung politik nasional, 
telah menimbulkan beragam dampak negatif yang sangat hebat terhadap 
seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam 
kondisi tersebut, industri perbankan nasional yang didominasi oleh bank-
bank konvensional mengalami krisis luar biasa. Pemerintah akhirnya 
mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitalisasi 
sebagian bank-bank di Indonesia. 
Salah satu bank konvensional, PT Bank Susila Bakti (BSB) yang 
dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT Bank Dagang 
 Negara dan PT Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis. BSB 
berusaha keluar dari situasi tersebut dengan melakukan upaya merger 
dengan beberapa bank lain serta mengundang investor asing. 
Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan 
(merger) empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank 
Exim, dan Bapindo) menjadi satu bank baru bernama PT Bank Mandiri 
(Persero) pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut 
juga menempatkan dan menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. 
sebagai pemilik mayoritas baru BSB. 
Sebagai tindak lanjut dari keputusan merger, Bank Mandiri 
melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan 
Syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan 
perbankan syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon 
atas diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998, yang memberi peluang bank 
umum untuk melayani transaksi syariah (dual banking system). 
Tim Pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa 
pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk 
melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi 
bank syariah. Oleh karenanya, Tim Pengembangan Perbankan Syariah 
segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan 
usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi 
berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri 
sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 
 8 September 1999. Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum 
syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur 
BI No. 1/24/ KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat 
Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/ 
1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri. 
Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah 
Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 
H atau tanggal 1 November 1999. 
PT Bank Syariah Mandiri hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank 
yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang 
melandasi kegiatan operasionalnya. Harmoni antara idealisme usaha dan 
nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah 
Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia. BSM hadir untuk 





1. BSM merupakan bank pilihan yang memberikan manfaat, 
menenteramkan dan memakmurkan.   
2. BSM merupakan bank yang menyediakan kesempatan untuk 
beramanah sekaligus berkarir profesional.   
3. Institusi keuangan syariah Indonesia yang terpercaya yang terus 
memberikan value berkesinambungan. 
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 MISI 
1. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata industri 
yang berkesinambungan. 
2. Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang 
melampaui harapan nasabah. 
3. Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran 
pembiayaan pada segmen ritel. 
4. Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah universal. 
5. Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat. 
6. Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.83 
 
2. Produk-produk Bank Syariah Mandiri 
a. Tabungan  
1) Tabungan BSM 
Tabungan dalam mata uang rupiah yang penarikan dan setorannya 
dapat dilakukan setiap saat selama jam kas dibuka di konter BSM 
atau melalui ATM. Berdasarkan prinsip syariah dengan akad 
mudharabah muthlaqah 
2) BSM Tabungan Berencana 
Tabungan berjangka yang memberikan nisbah bagi hasil berjenjang 
serta kepastian pencapaian target dana yang telah ditetapkan. 
Berdasarkan prinsip syariah mudharabah muthlaqah. 
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 3) BSM Tabungan Simpatik 
Tabungan berdasarkan prinsip wadiah yang penarikannya dapat 
dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-syarat yang disepakati. 
4) BSM Tabungan investa cendekia 
Tabungan berjangka untuk keperluan uang pendidikan dengan 
jumlah setoran bulanan tetap (installment) dan dilengkapi dengan 
perlindungan asuransi. Berdasarkan prinsip syariah mudharabah 
muthlaqah 
5) BSM Tabungan Dollar 
Tabungan dalam mata uang dollar (USD) yang penarikan dan 
setorannya dapat dilakukan setiap saat atau sesuai ketentuan BSM. 
Berdasarkan prinsip syariah dengan akad wadi’ah yad dhamanah 
6) BSM Tabungan Pensiun 
Tabungan Pensiun BSM adalah simpanan dalam mata uang rupiah 
berdasarkan prinsip mudharabah mutlaqah, yang penarikannya 
dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan 
yang disepakati. Produk ini merupakan hasil kerjasama BSM 
dengan PT Taspen yang diperuntukkan bagi pensiunan pegawai 
negeri Indonesia. 
7) BSM Tabunganku 
Tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan 
yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna 
menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan 
 kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan prinsip syariah dengan 
akad wadhi’ah yad dhamanah. 
8) Tabungan Mambrur 
Tabungan dalam mata uang rupiah untuk membantu pelaksanaan 
ibadah haji & umrah. 
9) BSM Tabungan Saham 
Tabungan Saham Syariah adalah Rekening Dana Nasabah berupa 
produk tabungan yang khusus digunakan untuk keperluan 
penyelesaian transaksi Efek (baik berupa kewajiban  maupun hak 
Nasabah), serta untuk menerima hak Nasabah yang terkait dengan 
Efek yang  dimilikinya melalui Pemegang Rekening KSEI. 
b. Giro  
1) BSM Giro 
Sarana penyimpanan dana dalam mata uang Rupiah untuk 
kemudahan transaksi dengan pengelolaan berdasarkan prinsip 
wadiah yad dhamanah. 
2) BSM Giro Valas 
Sarana penyimpanan dana dalam mata uang US Dollar untuk 
kemudahan transaksi dengan pengelolaan berdasarkan prinsip 




 c. Deposito  
1) BSM Deposito 
Investasi berjangka waktu tertentu dalam mata uang rupiah 
yang dikelola berdasarkan prinsip Mudharabah Muthlaqah 
untuk perorangan dan non-perorangan. 
2) BSM Deposito Valas 
Investasi berjangka waktu tertentu dalam mata uang 
dollar yang dikelola berdasarkan prinsip Mudharabah 
Muthlaqah untuk perorangan dan non-perorangan. 
d. Pembiayaan Konsumen 
1) BSM Implan 
BSM Implan adalah pembiayaan konsumer dalam 
valuta rupiah yang diberikan oleh bank kepada karyawan 
tetap Perusahaan yang pengajuannya dilakukan secara 
massal (kelompok). BSM Implan dapat mengakomodir 
kebutuhan pembiayaan bagi para karyawan perusahaan, 
misalnya dalam hal perusahaan tersebut tidak memiliki 
koperasi karyawan, koperasi karyawan belum 
berpengalaman dalam kegiatan simpan pinjam, atau 
perusahaan dengan jumlah karyawan terbatas. 
2) Pembiayaan kepada Pensiunan 
Pembiayaan kepada Pensiunan merupakan 
penyaluran fasilitas pembiayaan konsumer (termasuk untuk 
 pembiayaan multiguna) kepada para pensuinan, dengan 
pembayaran angsuran dilakukan melalui pemotongan uang 
pensiun langsung yang diterima oleh bank setiap bulan 
(pensiun bulanan). Akad yang digunakan adalah akad 
murabahah atau ijarah. 
3) Pembiayaan Griya BSM 
Pembiayaan Griya BSM adalah pembiayaan jangka 
pendek, menengah, atau panjang untuk membiayai 
pembelian rumah tinggal (konsumer), baik baru maupun 
bekas, di lingkungan developer dengan sistem murabahah. 
4) Pembiayaan Kendaraan Bermotor 
BSM Pembiayaan Kendaraan Bermotor (PKB) 
merupakan pembiayaan untuk pembelian kendaraan 
bermotor dengan sistem murabahah. Pembiayaan yang 
dapat dikategorikan sebagai PKB adalah Jenis kendaraan: 
Mobil, Kondisi kendaraan: Baru. Untuk kendaraan baru, 
jangka waktu pembiayaan hingga 5 tahun. 
 
e. Investasi 
1) Reksadana  
2) Sukuk Negara Retail 
3) Pasar Perdana 
4) Pasar Sekunder 
5) Sukuk Tabungan 
  
f. Emas 
1) Gadai Emas 
Gadai Emas BSM merupakan produk pembiayaan 
atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif 
memperoleh uang tunai dengan cepat, peruntukkan untuk 
perorangan 
2) BSM Cicil Emas 
BSM Cicil Emas adalah fasilitas yang disediakan 
oleh BSM untuk membantu nasabah untuk membiayai 
pembelian/kepemilikan emas berupa lantakan (batangan) 
dengan cara mudah punya emas dan menguntungkan. 
 
g. Jasa Produk 
1) BSM Card, regular dan priority 
2) BSM Sentra Bayar, merupakan layanan bank dalam 
menerima pembayaran tagihan pelanggan 
3) BSM SMS Banking, merupakan produk layanan perbankan 
berbasis teknologi seluler yang memberikan kemudahan 
melakukan berbagai transaksi perbankan. 
4) Mandiri Syariah Mobile, merupakan layanan melalui 
saluran distribusi elektronik Bank untuk mengakses 
rekening yang dimiliki nasabah di Bank melalui jaringan 
 komunikasi dengan sarana telepon seluler atau komputer 
tablet.  
5) BSM Net Banking 
Layanan transaksi perbankan melalui jaringan internet 
dengan alamat “https://bsmnet.syariahmandiri.co.id” yang 
dapat digunakan oleh nasabah. 
6) Pembayaran Melalui Menu Pemindahbukuan di ATM 
(PPBA) 
Layanan pembayaran institusi (lembaga pendidikan, 
asuransi, lembaga khusus, lembaga keuangan non bank) 
melalui menu pemindahbukuan di ATM. Akad yang 
digunakan adalah wakalah wal ujrah. Akad wakalah wal 
ujrah adalah akad yang memberikan kewenangan bagi bank 
untuk mewakili nasabah dalam melakukan pembayaran 
tagihan-tagihannya. Atas jasanya, bank diberikan upah 
(yang disebut Ujrah). 
7) BSM Jual Beli Valas 
Pertukaran mata uang rupiah dengan mata uang 
asing atau mata uang asing dengan mata uang asing lainnya 




 8) BSM Electronic Payroll 
Pembayaran gaji karyawan institusi melalui 
teknologi terkini Bank Syariah Mandiri secara mudah, 
aman dan fleksibel. 
9) Transfer Uang Tunai 
10) BSM E-Money 
BSM  E-Money adalah kartu prabayar berbasis 
smart card yang diterbitkan oleh BSM bekerjasama dengan 
Bank Mandiri. Mudah dan praktis dalam melakukan 
transaksi harian, tidak perlu membawa uang tunai dan 
direpotkan oleh uang kembalian. 
 
h. Jasa Operasional 
1) BSM Transfer Lintas Negara Western Union 
2) BSM Kliring 
3) BSM Inkaso 
4) BSM Intercity Clearing 
5) BSM RTGS (Real Time Gross Settlement) 
6) Transfer dalam Kota (LEG) 
7) BSM Transfer Valas 
8) BSM Pajak Online 
9) BSM Refrensi  Bank 
10) BSM Standing Order 
11) BSM Payment Point 
 12) Layanan BSM Pembayaran Institusi (BPI)84 
 
3. Uang Elektronik (E-Money) di Bank Syariah Mandiri 
Produk ini dinamakan kartu E-Money BSM. Dari website resminya, kartu 
E-Money BSM didefinisikan yaitu kartu prabayar berbasis smart card yang 
diterbitkan oleh bank Mandiri berkerjasama dengan BSM. Sedangkan dalam buku 
panduan produk disebutkan bahwa, kartu E-Money BSM adalah kartu prabayar 
multifungsi yang diterbitkan oleh Bank Mandiri bekerjasama dengan Bank 
Syariah Mandiri sebagai pengganti uang tunai untuk transaksi pembayaran di 
merchant yang telah bekerjasama.
85
 Kartu E-Money BSM adalah kartu yang 
dibuat atas hasil kerjasama co-branding dengan Bank Mandiri sehingga 
penggunaan kartu ini dapat digunakan si semua merchant yang telah 
bekeerjasama dengan Bank Mandiri atau berlogo E-Money. 
Manfaat: 
Mudah dan praktis dalam melakukan transaksi harian, tidak perlu membawa uang 
tunai dan direpotkan oleh uang kembalian. 
Ketentuan produk:  
a. Persyaratan: memiliki rekening tabungan atau giro di BSM 
b. Harga: harga kartu BSM E-Money Rp.20.000/kartu 
c. Fitur: pemegang BSM E-Money dapat melakukan transaksi pembayaran di 
Merchant yang telah bekerja sama dengan Bank Mandiri yaitu dengan fitur 
sebagai berikut:  
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 Buku Panduan E-Money Bank Syariah Mandiri, Pengertian Kartu E-Money BSM, Hlm. 
1.  
 1) Isi ulang (top up), cek saldo, update saldo dan cetak histori transasksi 
BSM  E-Money menggunakan BSM Card atau Mandiri Debit di ATM 
Mandiri, EDC Mandiri Cabang BSM, Cabang Mandiri dan Merchant 
Mandiri yang bertanda khusus E-Money 
2) Merchant Mandiri sebagai berikut86:  
Merchant Keterangan 
Tol 
Kota Ruas Tol 
Jabodetabek & 
Bandung 







4. Cinere-Jagorawi (Cijago) 
5. Jakarta Outer Ring Road(JORR) 
Pondok Ranji-Rorotan 
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 Diakses dari https://www.syariahmandiri.co.id/produk, pada 20 September 2018. 
 Merchant Keterangan 
8. Jakarta Lingkar Barat Satu (JLB) 
Kayu Besar-Meruya 
9. Cikupa-Merak 
10. Bogor Outer Ring 
Road(BORR) 
Cirebon Palimanan-Kanci (Palikanci) 
Semarang Semarang-Bawen 
Surabaya Surabaya-Gempol 
Medan Belawan-Medan-Tanjung Morawa 
(Belmera) 
Bali Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa (Bali 
Mandara) 
Bus Trans Jakarta, Trans Jogja, Batik Solo Trans 
Kereta Commuterline Jabodetabek, Railink Medan 
Parkir Secure Parking (selected area) 
Quality Parking (selected area) 
BBM SPBU Pertamina berlogo BSM E-Money 
Belanja Indomaret, Alfamaret, Alfamidi, Lawson, Circle-K, Superindo, 7-
Eleven, Hypermart, Family Mart 
Restoran Solaria, Excelso, Es Teller 77, Holland Bakery 
 Merchant Keterangan 
Rekreasi Amazone,Waterboom Cikarang, Wonder Water World Medan 
3) Merchant lainnya akan dikembangkan di kemudian hari. 
4) Maksimal saldo Rp.1.000.000,- (sesuai ketentuan Bank Indonesia) 
5) Dapat dipindahtangankan 
6) Saldo tersimpan pada chip sehingga pada saat transaksi tidak 
diperlukan tanda tangan dan PIN. 
 
d. Biaya transaksi top up / isi ulang menggunakan BSM Card  
1) di ATM Mandiri: Rp.2.000 
2) di EDC Mandiri: Rp.6.500 
 
e. Cara top-up / Isi Ulang Kartu BSM e-money di ATM Mandiri. 
Menggunakan BSM Card:  
1) Masukkan BSM Card di ATM Mandiri 
2) Masukkan PIN BSM Card 
3) Pilih menu Transaksi Lainnya 
4) Pilih menu Lainnya 
5) Pilih menu Mandiri E-Money 
6) Pilih nominal isi ulang yang tersedia pada tombol atau jumlah lainnya 
7) Konfirmasi jumlah nominal isi ulang, jika sudah sesuai tekan “Ya” 
8) Tempelkan kartu BSM E-Money pada reader bertanda e-money 
9) Pilih jenis rekening 
 10) Transaksi berhasil, kertas struk keluar dan saldo kartu BSM E-Money 
bertambah 
11) Simpan struk sebagai bukti transaksi 
  
Menggunakan kartu mandiri debit:  
1) Masukkan kartu Debit Mandiri di ATM Mandiri 
2) Masukkan PIN Debit Mandiri 
3) Pilih menu uang elektronik 
4) Pilih menu Mandiri E-Money 
5) Pilih menu isi ulang 
6) Pilih nominal isi ulang yang tersedia pada tombol atau jumlah lainnya 
7) Konfirmasi jumlah nominal isi ulang, jika sudah sesuai tekan “Ya” 
8) Tempelkan kartu BSM E-Money pada reader bertanda e-money 
9) Transaksi berhasil, kertas struk keluar dan saldo kartu BSM E-Money  
bertambah 
10) Simpan struk sebagai bukti transaksi 
 
f. Cara Isi Ulang Kartu BSM e-money di EDC Cabang BSM/Bank Mandiri 
atau Merchant Retail 
Menggunakan BSM Card:  
1) Tekan Menu 
2) Pilih Prepaid, tekan OK 
3) Pilih Top Up, tekan OK 
4) Pilih nominal isi ulang yang tersedia pada tombol atau jumlah lainnya 
 5) Pilih source “ATM Bersama” 
6) Gesek BSM Card pada mesin edc mandiri 
7) Cek kebenaran transaksi, jika sudah sesuai masukkan PIN BSM Card 
8) Tempelkan kartu BSM E-Money pada reader bertanda e-money 
9) Transaksi berhasil, kertas struk keluar dan saldo kartu BSM E-Money 
bertambah. 
Menggunakan kartu mandiri debit:  
1) Tekan Menu 
2) Pilih Prepaid, tekan OK 
3) Pilih Top Up, tekan OK 
4) Pilih nominal isi ulang yang tersedia pada tombol atau jumlah lainnya 
5) Pilih source “Mandiri” 
6) Gesek BSM Card pada mesin edc mandiri 
7) Cek kebenaran transaksi, jika sudah sesuai masukkan PIN BSM Card 
8) Tempelkan kartu BSM E-Money pada reader bertanda e-money 
9) Transaksi berhasil, kertas struk keluar dan saldo kartu BSM E-Money 
bertambah. 
 
g. ProsedurPengaduan E-Money BSM 
Dalam hal terdapat pertanyaan atau sengketa/ dispute transaksi isi 
ulang BSM E-Money menggunakan BSM Card maka Pemegang Kartu 
dapat mengajukan pengaduan baik secara tertulis dan/atau lisan ke BSM 
Call 14040 dan Mandiri Call 14000 atau Cabang BSM dan Bank Mandiri 
terdekat. 
 4. Mekanisme dan Sistem Akad Uang Elektronik (E-Mmoney) di Bank Syariah 
Mandiri 
Ada 3 mekanisme dalam produk ini yaitu mekanisme pembuatan dan 
penerbitan kartu, mekanisme pengisian ulang (top-up), dan mekanisme 
pembayaran yang menghubungkan nasabah, Bank Mandiri, Bank Syariah 
Mandiri, dan pedagang (merchant). Berikut ini akan dijelaskan mekanisme 
tersebut: 
a. Mekanisme Pembuatan dan Penerbitan Kartu 
Produk ini baru akan dibuat jikan Bank Syariah Mandiri meminta untuk 
mencetakkan kartu tersebut kepada Bank Mandiri dalam jumlah yang 
masif. Bank Syariah Mandiri memberikan desain kartu untuk dibuatkan 
oleh Bank Mandiri dan Bank Syariah Mandiri pun membelikan produk 
tersebut untuk dijual kembali kepada nasabah dengan harga yang lebih.  
          1    2 





1. Bank Syariah Mandiri menerima permintaan pembuatan kartu E-
Money dari nasabah. 
2. Bank Syariah Mandiri meminta kepada Bank Mandiri untuk 
menerbitkan kartu E-Money Bank Syariah Mandiri sejumlah 
permintaan tertentu, sekaligus memberikan desai tampilan kartu. 
Bank Mandiri Bank Syariah 
Mandiri 
Nasabah 
 3. Bank Mandiri mencetakkan kartu yang telah dipesan BSM sesuai 
jumlah dan deainnya. 
4. Nasabah mendapatkan kartu E-Money Bank Syariah Mandiri. 
Alur di atas adalah alur pembuatan kartu yang dilakukan pada counter 
Bank Syariah M andiri. Pada alur tersebut, tidak semua cabang Bank 
Syariah Mandiri dapat memasarkannya. Hanya ada beberapa BSM yang 
ditunjuk untuk menjadi titik penjualan (sales point) dari kartu tersebut. 
 
b. Mekanisme Pengisian Ulang (to-up) Kartu 
Berikut ini akan dijelaskan mekanisme top-up kartu E-Money . 
dalam praktiknya, pengisian ulang saldo kartu E-Money Bank Syariah 
Mandiri dapat dilakukan di teller Bank Syariah Mandiri, mesian 
Electronic Data Capture (EDC) Bank Mandiri, dan Mesin ATM Bank 
Mandiri. Pengisian ulang saldo kartu E-money tida dapat dilakukan di 
mesin ATM Bank Syariah Mandiri karena semua sistem kartu E-money 
Bank Syariah Mandiri menggunakan infrastuktur dari Bank Mandiri. 
Berikut adalah mekanisme tersebut: 
1) Pengisian Ulang Saldo Melalui Counter Bank Syariah Mandiri 
1 
    5 
      3          2 









1. Nasabah menyerahkan uang ke teller Bank Syariah Mandiri 
2. Bank Syariah Mandiri mentransfer dana tersebut ke 
rekening giro Bank Syariah Mandiri yang ditempatkan di 
Bank Mandiri. 
3. Bank Mandiri mengisi ulang (top up) kartu E-money. 
4. Bank Mandiri memberikan konfirmasi top-up kepada Bank 
Syariah Mandiri. 
5. Bank Syariah Mandiri mencetak bukti pengisian saldo dan 
memberikannya kepada nasabah. 
 
2) Pengisan ulang saldo melalui mesia EDC dan ATM Bank Mandiri 
1    2 
    4    3 
Keterangan: 
1. Nasabah mendatangi ATM Mandiri atau mesin EDC Bank Mandiri 
yang ada di beberapa gerai seperti gerai Alfamart, Indomaret, atau 
counter Bank Mandiri. 
2. Mesin mentransfer dana nasabah tersebut ke dalam rekening giro 
Bank Syariah Mandiri yang di tempatkan di Bank Mandiri. 





Nasabah Bank Syariah 
Mandiri 
 4. Mesin ATM/ EDC mengisi saldo kartu dan mencetak struk bukti 
pengisian untuk nasabah. 
Karena semua sistem dan infrasturktur kartu E-money Bank 
Syariah Mandiri masih menggunakan infrastruktur dari Bank Mandiri, 
sehingga dalam mekanisme pengisian ulang saldo E-money ini dikenakan 
biaya administrasi tambahan dalam setiap pengisian ulang saldo kartu jika 
top up dilakukan selain di counter teller Bank Syariah Mandiri. Hal ini 
disebabkan adanya mekanisme transfer dana antar bank yang terjadi 
apabila mengisi ulang saldo kartu E-money tersebut. 
Biaya yang dikenakan kepada nasabah adalah sebesar Rp 2000 jika 
menggunakan mesin ATM Bank Mandiri, dan sebesar Rp 6500 jika  
pengisian ulang saldo dilakukan via mesin EDC Bank Mandiri. 
Menurut Bank Syariah Mandiri , kartu e-money dengan batas 
maksimum total nilai isi ulang sebesar Rp 20.000.000 per bulan dan 
maksimal saldo tersimpan Rp 1.000.000 per kartu. Saldo pada kartu tidak 
diberikan bunga dan kartu dapat dimiliki oleh nasabah maupung non-
nasabah. Selain itu kartu dapat dipindahtangankan sepanjang fisik 
kartunya berpindah. 
 
c. Mekanisme Pembayaran 
Pada mekanisme pembayaran, ada beberapa pihak yang terhubung 
satu sama lain dalam sebuah sistem informasi terkomputerisasi. Melalui 
mekanisme ini setiap pihak dapat bertransaksi secara cash less dan dana 
 akan keluar dan masuk secara otomatis ke dalam rekening. Berikut adalah 
mekanisme pembayaran melalui Kartu E-money: 
    1 
    2(a) 
       2(b)  5 
    4 
    3 
Keterangan: 
1. Nasabah melakukan pembayaran dengan menempelkan kartu ke sensor 
pembaca transaksi di mesin EDC pedagang (merchant). 
2. Mesin EDC pedagang melakukan :  
a. EDC pedagang memotongsaldo yang terdapat dalam kartu nasabah 
secara langsung dan singkat. 
b. Lalu EDC pedagang meberikan data transaksi secara otomatis 
kepada Bank Mandiri untuk meminta pembayaran. 
3. Bank Mandiri mendebitkan rekenng giro Bank Syariah Mandiri 
4. Bank Syariah Mandiri memberikan dana sejumlah besaran nilai 
transaksi. 
5. Bank Mandiri memberikan sejumlah dana berdasarkan transaksi 
nasabah kepada pedagang. 
Mekanisme pembayaran dari nasabah kepada pedagang (merchant) 







 Cara pembayaran dalam metode kartu E-money BSM ini menggunakan  
Underlying Transaction  berupa media kartu. 
 
d. Akad Uang Elektronik Syariah (E-Money BSM) di Kota Bandar Lampung 
1. Akad Wadiah, yaitu akad penitipan uang dari pemegang uang 
elektronik kepada penerbit denga ketentuan pemegang uang elektronik. 
2. Akad Qardh, yaitu akad pinjaman dari pemegang uang elektronik 
kepada penerbit dengan ketentuan bahwa penerbit wajib 
mengembalikan uang yang diterimanya kepada pemegang kapan saja 
sesuai demgan kesepakatan. 
3. Akad Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas suatu barang atau 
jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran atau upah. 
4. Akad Ju’alah adalah akad untuk memberikan imbalan tertentu atas 
pencapaian hasil yang ditentukan dari suatu pekerjaan. 
5. Akad Wakalah bil Ujrah adalah akad mewakilkan dengan imbalan.87 
 
 
B. Biaya Pengisian Saldo Uang Elektronik pada Bank Syarih Mandiri di 
Kota Bandar Lampung. 
Bank Syariah Mandiri memperoleh pendapatan berupa fee based 
income dari penjualan kartu E-money BSM. Keuntungan berupa fee based 
income berasal dari penjualan kembali produk tersebut kepada pemegang 
kartu dan dari biaya administrasi yang dibebankan pada saat  top-up.  
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 Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 116/DSN-MUI/IX/2017 
tentang Uang Elektronik. 
 Bank Syariah Mandiri membeli produk tersebut dari Bank Mandiri 
dengan harga Rp 18.000/ kartu lalu dijual kembali dengan harga Rp 20.000 
kepada nasabah. Dengan itu, Bank Syariah Mandiri mendapatkan fee based 
income sebesar Rp 2.000 setiap penjualan satu unit kartu E-money BSM. 
Pendapatan dari biaya administrasi top-up didapatkan Bank Syariah Mandiri  
sebesar Rp 6.500 jika dilakukan pada mesin EDC Bank Mandiri Rp 2.000 jika 
dilakukan pada mesin ATM Bank Mandiri. 
Biaya ini dikenakan karena Bank Syariah Mandiri Menggunakan 
mekanisme transfer atar bank yaitu dari kartu Bank Syariah Mandiri ke 
rekening Bank Mandiri. Pengisian ulang saldo yang dilakukan via teller, 
mesin EDC Bank Mandiri, maupun mesin ATM Bank Mandiri semuanya tetap 
dikenakan biaya administrasi tambahan tersebut. 
Bank Syariah Mandiri tidak mendapatkan keuntungan lain secara 
materil selain dar penjualan kartu dan biaya admin tersebut. Hal ini 
dikarenakan uang yang telah disetorkan ke dalam bank melalui top-up bukan 
merupakan simpanan atau tabungan sehingga tida dapat digunakan oleh bank 
untuk diinvestasikan kembali dan harus ditempatkan di bagian aset bank yang 
paling lancar karena harus digunakan untuk keperluan pembayaran kepada 
merchant atas transaksi dari pemegang kartu yang bersifat real time atau tanpa 
batas waktu. Selain itu Bank Syariah Mandiri maupun Bank Mandiri juga 
tidak mendapatkan keuntungan fee based income dari transaksi yang terjadi 
antara pemegang kartu dengan merchant. 
 
 BAB IV 
ANALISIS DATA 
 
A. Penarikan Biaya Pengisian Saldo Uang Elektronik pada Bank Syariah 
Mandiri di Kota Bandar Lampung 
 
Dalam pelaksanaan penarikan biaya isi ulang (top up) saldo uang 
elektronik (e-money) di Bank Syariah Mandiri terdapat banyak pengguna E-
Money BSM yang belum mengetahui besaran biaya administrasi dan  
ketidaktahuan para pengguna e-money BSM dikarenakan atas beberapa alasan, 
salah satunya yaitu ketidakjelasan informasi yang telah ditetapkan oleh pihak 
penerbit uang elektronik. 
Berbagai respon pengguna e-money BSM terhadap penarikan biaya 
administrasi pada saat pengisian ulang saldo kartu e-money BSM, yaitu 
pengguna meminta keringanan biaya administrasi dan mengharapkan biaya 
administrasi dihapuskan atau pengambilan keuntungan dialihkan pada hal lain 
seehingga tidak membebani pengguna uang elektronik. 
Adanya biaya administrasi pada saat pengisian ulang saldo e-money dinilai 
memiliki kelebihan dan kekurangannya. Untuk mendukung rencana 
pemerintah dalam menerapkan dan mendorong terbentuknya masyarakat 
nontunai dibutuhkan infrastruktur yang memadai agar masyarakat mudah dan 
nyaman saat menggunakan layanan nontunai itu. 
Biaya isi ulang uang elektronik dapat menjadi sumber daya bagi penerbit 
produk dan jasa uang elektronk untuk memenuhi kebutuhan investasi 
pembangunan infrastruktur alat bayar termasuk membangun konektivitas 
 telekomunikasi. Kebijakan dalam penarikan biaya isi ulang uang elektronik 
diberlakukan karena sesuai dengan peraturan Bank Indonesia, penyedia 
produk dan jasa uang elektronik tidak dapat menggunakan saldo yang 
terkumpul dar uang elektronik. Kebijakan besarnya nominal yang dikenakan 
saat isi ulang sangat tergantung dari keputusan setiap penyedia produk uang 
elektronik. Pemberlakuan biaya isi ulang menjadi salah satu alternatif solusi 
dan penting bagi terciptanya model bisnis yang berkelanjutan dalam industri 
keuangan, serta memberikan manfaat jangka panjang bagi konsumen. Pihak 
penerbit e-money BSM pun berusaha meminimalkan biaya yang muncul 
terkait isi ulang uang elektronik, karena ingin terus mengedukasi pasar tentang 
kenyamanan dan manfaat menggunakan uang elektronik.  
Besaran biaya isi ulang saldo uang elektronik telah diatur oleh Peraturan 
Bank Indonesia, dengan begitu biaya isi ulang saldo uang elektronik memiliki 
batas maksimum dan tidak akan berlebihan membebani pengguna uang 
elektronik. Dalam aturan  sebelumnya yang tertera pada Peraturan Anggota 
Dewan Gubernur No. 19/10/PADG/2017 tanggal 20 September 2017, tentang 
Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) disebutkan bahwa BI Mematok biaya 
isi ulang uang elektronik maksimum sekitar Rp 1.500 per satu kali 
transaksi.kebijakan ini ditetapkan dengan mempertimbangkan prinsip 
mendorong perluasan akseptasi, efisiensi, kompetisi, layanan, dan inovasi. 
Bank Indonesia memperbolehkan pihak perbankan memungut biaya isi saldo 
uang elektronik karena mempertimbangkan kebutuhan perbankan akan biaya 
 investasi dalam membangunan infrastruktur penyediaan uang elektronik, 
layanan teknologi, dan juga pemeliharaannya.  
 GPN ini memungkinkan top up e-money untuk bisa digratiskan 
apabila isi ulang maksimal Rp 200.000 melalui kanal penerbit kartu (top up on 
us), sedangkan apabila nominal pengisian melebihi Rp 200.000, maka 
dikenakan biaya maksimal Rp 750. Sementara itu, untuk pengisian ulang yang 
dilakukan melalui kanal pembayaran milik penerbit yang berbeda (top up off 
us) dikenakan biaya maksimum Rp 1.500. 
Pengisian e-money di bawah Rp 200.000 pada ATM Bank penerbit kartu 
e-money tidak dikenakan biaya. Misalnya, anda memiliki kartu e-money Bank 
A, lalu melakukan top up pada mesin ATM Bank A kurang dari Rp 200.000, 
maka tidak ada biqaya tambahan yang dibebankan. 
Pengisian e-money lebih dari Rp 200.000 pada ATM bank penerbit kartu 
e-money dikenakan biaya. Biaya administrasi maksimal yang dikenakan untuk 
transaksi sebesar Rp 750. Misalnya, anda melakukan isi ulang kartu e-money 
Bank Syariah Mandiri di mesin ATM Bank Syariah Mandiri lebih dari 
Rp200.000, maka dikenakan biaya tambahan maksimal Rp 750. 
 Pengisian e-money di jaringan ATM Bersama dikenakan biaya sebesar Rp 
1.500. misalnya, anda memiliki kartu e-money Bank A lalu mengisi ulang di 
mesin ATM jaringan Bank B, maka biaya yang dikenakan adalah sebesar Rp 
1.500. biaya ini turun karena sebelumnya, biaya isi ulang e-money beda bank 
dikenakan biaya yang sama dengan transfer antar bank , yaitu sebesar Rp 
6.500. 
 Pengisian e-money di minimarket dikenakan biaya sebesar Rp 1.000. ini 
berlaku untuk pengisian e-money di minimarket seperti Alfamart, Indomaret, 
Alfamidi, Lawson, Circle K. 
 Biaya- biaya lain yang dapat dikenakan dalam penyelenggaraan uang 
elektronik oleh penerbit uang elektronik, meliputi: 
1. Biaya pembelian media uang elektronik untuk penggunaan pertama kali 
atau penggantisn media uang elektronik yang rusak atau hilang 
2. Biaya pengisian ulang (top up) 
3. Biaya tarik tunai yang dilakukan melalui pihak lain atau kanal pihak lain 
(off us) 
4. Biaya transaksi transfer dana antar pengguna pada uang elektronik dari 
penerbit uang elektronik yang berbeda. 
Bagi pengguna uang elektornik khususnya di Kota Besar seperti 
Jakarta dimana telah ada kebijakan dari pemerintah untuk melakukan 
pembayaran jalan tol diharuskan menggunakan sistem e-tol menggunakan 
e-money. Dengan begitu para pengguna jalan pun setiap harinya 
menggunakan uang elektronik untuk pembayaran akses tol. Sehingga 
pengguna uang elektronik menganggap bahwa penarikan biaya isi ulang 
uang elektronik memberatkan, bilamana uang elektronk setiap harinya 
digunakan maka pengguna pun akan sering mengisi ulang saldo uang 
elektroniknya. Dan setiap pengisian ulang saldo selalu dikenakan biaya 
sebesar Rp 1.500, maka pengeluaran pengguna pun bertambah. Sehingga 
 pihak penerbit dan pengelola (merchant) dianggap terlalu banyak 
mengambil keuntungan yang kurang tepat. 
Berdasarkan pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama 
Indonesia, dalam penyelenggaraan Uang Elektronik, penerbit dapat 
mengenakan biaya layanan fasilitas uang elektronik kepada pemgang 
dengan ketentuan sebagai berikut: 
1. Biaya-biaya layanan fasilitas harus berupa biaya riil untuk mendukung 
proses kelancaraan penyelenggaraan uang elektronik. 
2. Pengenaan biaya-biaya fasilitas harus disampaikan kepada pemegang 
kartu secara benar sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 
 
B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Penarikan Biaya Pengisian Saldo Uang 
Elektronik Bank Syariah Mandiri di Kota Bandar Lampung 
Lembaga Keuangan Syariah merupakan suatu lembaga yang aktivitasnya 
meninggalkan riba, dengan demikian penghindaran riba merupakan salah satu 
tantangan yang dihadapi saat ini. Dengan demikian untuk menghindar 
pengoperasian dengan sistem riba, Islam memperkenalkan prinsip-prinsip 
Muamalah sebagai solusi alternatif terhadap persoalan tersebut berupa sistem 
keuntungan dari penyedian jasa produk perbankan.  
Pada dasarnya setiap lembaga keuangan selalu berorientasi bisnis, yakni 
mempunyai tujuan mencari laba bersama dengan meningkatkan pemanfaatan 
segala potensi ekonomi tidak terkecuali Bank Syariah Mandiri. Dalam hal 
 penyelenggaraan produk E-Money BSM, Bank Syariah Mandiri mengambil 
keuntungan berupa biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh pengguna kartu e-
money BSM. Biaya tersebut antara lain yaitu biaya pembelian kartu saat awal 
pembuatan e-money BSM, dan biaya isi ulang saldo kartu E-Money BSM.  
Tujuan penarikan biaya isi ulang saldo uang elektronik salah satunya yaitu 
untuk pengingkatan infrastruktur layanan penunjang uang elektronik. Selain 
itu penarikan biaya isi ulang sebagai salah satu pendapatan pihak penerbit. 
Namun, penarikan biaya isi ulang uang elektronik tersebut sesuai atau tidak 
dengan prinsip syariah. 
Penyelenggaraan dan penggunan uang elektronik wajib terhindar dari 
transaksi yang ribawi, gharar, maysir, tadlis, risywah, israf, dan wajib 
terhindar dari transaksi atas objek yang haram atau maksiat. 
Apabila dilihat berdasarkan persamaan uang elektronik dengan sharf, 
maka seharusnya dalam penukaran uang tunai menjadi saldo uang elektronik 
tidak boleh melebihi satu sama lain, karena kelebihan tersebut dapat 
dikategorikan sebagai bentuk riba (tambahan). Namun dijelaskan pada QS. 
An-Nisa: 29, dapat dilihat pada halaman 34. 
Ayat di atas menjelaskan bahwa perniagaan atau transaksi timbal balik itu 
sah atau diperbolehkan selama didasarkan atas kesepakatan kedua belah pihak 
dan sesuai dengan hukum syar’a. Berdasarkan uraian di atas diharapkan tidak 
berlangsungnya suatu transaksi yang tidak sesuai dengan syar’a. Yang perlu 
diperhatikan ialah syarat sahnya suatu penarikan keuntungan dari biaya isi 
 ulang saldo uang elektronik tersebut. Sehingga tidak menyalahi aturan syar’a 
dan sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. 
Penarikan biaya isi ulang e-money dianggap kurang efektif apabila dilihat 
dari segi penggunaan e-money yang dapat digunakan kapan saja dan pengisian 
ulang yang bisa berkali-kali dilakukan. Sehingga timbul pembengkakan 
pengeluaran oleh konsumen sebagai pengguna uang elektronik.  
Menurut penulis tidak ada yang salah dalam penarikan biaya isi ulang 
saldo e-money BSM, apabila akad yang digunakan jelas dan sesuai seperti apa 
yang ada di dalam Fatwa DSN MUI tentang uang elektronik. Akan terjadi 
kesalahan apabila penarikan biaya tersebut dalam bentuk simpanan yang dapat 
digunakan oleh pihak bank untuk diinvestasikan atau dikelola pihak bank. 
Namun pada kenyataannya, pihak bank tidak berhak untuk menggunakan 
saldo yang terdapat dalam kartu pengguna e-money untuk keperluan bank. 
Tidak salah apabila biaya isi ulang tersebut dibebankan kepada pengguna 
dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan uang elektronik. Namun 
alangkah baiknya penarikan biaya tersebut dipertimbangkan kembali. Apabila 
penarikan biaya isi ulang dianggap sebagai pendapatan utama produk jasa 
bank maka seharusnya pihak bank dapat mencari keuntungan dari hal lain 
dalam produk jasa e-money tersebut. Misalkan, keuntungan diambil dari bagi 
hasil antara penerbit e-money dengan pedagang (merhant) atas penjualan 
menggunakan pembayaran melalui e-money. Dan pihak bank pun telah 
mengambil keuntungan produk e-money dari penjualan kartu e-money pada 
awal pembuatan kartu. 
  Secara umum, Bank Syariah Mandiri dalam penyelenggaraan e-
money BSM sudah sesuai dengan ketetapan fatwa DSN-MUI No. 16 tahun 
2017 Tentang Uang Elektronik. Transaksi muamalah uang elektronik 
berdasarkan prinsip syariah,  pihak penerbit e-money syariah telah berusaha 
menyesuaikan dengan aturan yang ada. 
Akad yang digunakan pun sesuai dengan apa yang ditetapkaN oleh DSN-
MUI dalam fatwa tentang uang elektronik yaitu, menggunakan akad al-Ba’i 
ketika proses pembelian kartu uang elektronik dari penerbit kartu kepada 
pengguna uang elektronik. Akad Wadiah digunakan ketika saldo uang 
elektronik telah diisi pada kartu e-money,  di mana saldo uang elektronik 
tersebut dititipkan kepada penerbit atau penyelenggara uang elektronik dan 
dapat diambil kapan saja. Akad Qardh digunakan apabila saldo uang 
elektronik yang dititipkan tersebut dipergunakan oleh pihak penerbit, dengan 
ketentuan penerbit wajib mengembalikan saldo uang elektronik tersebut kapan 
saja. Akad Ijarah digunakan dalam proses pembeli barang oleh pengguna 
menggunakan kartu uang elektronik tersebut, barang  yang dibeli tersebut 
dalam bentuk barang sewaan karena pembayaran akan dilakukan oleh pihak 
penerbit kepada pedagang (merchant), dan terjadi Akad Wakalah bil Ujrah, 
pihak penerbit sebagai yang mewakilkan pengguna uang elektronik dalam 




 BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan  
Berdasarkan uraian dan pembahasan tersebut di atas kiranya dapat 
dikemukakan beberapa kesimpulan, yaitu: 
1. Proses uang elektronik diawali dengan pembelian dan pengaktifan 
kartu e-money BSM senilai Rp 20.000, lalu melakukan top up e-money 
BSM yang dapat dilakukan di ATM maupun di minimarket yang 
berkerjasama dengan penerbit uang elektronik. Pengisian saldo  
dikenakan biaya apabila pengisian di atas Rp 200.000 sebesar Rp 750- 
Rp 1.500. Pelaksanaan penarikan biaya isi ulang (top up) E-Money 
BSM di Bank Syariah Mandiri terdapat berbagai respon dari kalangan 
pengguna produk e-money tersebut. Di antaranya yaitu pengguna e-
money merasa keberatan terhadap biaya isi ulang tersebut, karena 
dianggap tidak efektif apabila pengguna sering melakukan isi ulang 
saldo kartu e-money. Semakin sering pengguna melakukan pengisian 
ulang, maka semakin besar pula pengeluaran pengguna e-money. 
2. Menurut hukum Islam, sebagaimana telah disebutkan dalam fatwa 
DSN-MUI No.16 tahun 2017 tentang Uang Elektronik bahwa biaya isi 
ulang tersebut dilakukan sesuai dengan akad yang telah ditetapkan 
dalam fatwa , yaitu Akad Ba’i digunakan ketika proses pembelian 
kartu  e-money, Akad Wadiah digunakan pada saat proses pengisian 
saldo uang elektroni,  Akad Ijarah digunakan pada saat pembayaran 
 barang atau jasa dengan uang elektronik karena status barang atau jasa 
tersebut masih berupa barang sewa sampai pihak penerbit melakukan 
pembayaran kepada merchant , dan Akad Wakalah bil Ujrah yang 
digunakan ketika pembelian barang atau jasa menggunakan e-money 
oleh pengguna kartu kepada penerbit, sebagai yang mewakilkan 
pembayaran barang atau jasa kepada merchant dan mendapatkan upah 
atas jasa tersebut. Beban biaya yang dikenakan ketia pengisian saldo di 
atas Rp 200.000 tersebut sebagai upah atas jasa pengisian yang 
dilakukan dan sebagai dana untuk pengembangan infrastuktur uang 
elektronik. Pada umumnya masyarakat kurang memahami hukum 
Islam terkait hal ini, namun dalam penyelenggaran produk e-money 
BSM, pihak penerbit pun patuh pada aturan Peraturan Bank Indonesia 
tentan uang elektronik sebagaimana peratura. tersebut ditaati pula oleh 
penerbit e-money konvensional. Hal terpenting dalam penyelenggaraan 
uang elektronik syariah harus terhindar dari riba, gharar, 
maysir,tadlis,  israf  dan hal lainnya yang diharamkan. 
B. Saran  
Bank Syariah Mandiri harus mengedepankan nilai-nilai 
kesyari’ahan. Pihak penerbit e-money BSM mengedepankan pengguna 
sehingga tidak membebani pengguna yang tetap sesuai dengan aturan-
aturan yang tertuang di dalam fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) 
Majelis Ulama Indonesia (MUI). 
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